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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dan salam sejahtera kami panjatkan kepada
Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang
diberikan sehingga Balai Besar POM di Jakarta dapat
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Target Kinerja selama
tahun 2019 yang dituangkan dalam bentuk Laporan
Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Tahun 2019. Laporan Kinerja
dibuat secara berkala dan merupakan bentuk tanggung jawab
dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada
masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko
terhadap kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja
yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta
sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian
target kinerja. Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya manajemen
pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka
segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan dari
sisi kinerja dan keuangan.

Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta diukur terhadap target dan realisasi
kinerja tahun 2019 dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan
profesionalisme, perlindungan masyarakat dan kepemerintahan yang akuntabel dan
transparan. Pengukuran capaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan
antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini terhadap target tahun 2019
(akhir periode Renstra 2015-2019), evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil
analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan
gambaran akurat atas kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan sebagai bentuk
pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar
POM di Jakarta serta dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan secara
berkesinambungan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar
POM di Jakarta di masa yang akan datang.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Jakarta, Januari 2019
Balai BesarPOM di Jakarta
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2019 merupakan bentuk

pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah

ditetapkan pada Rencana Strategis periode tahun 2015-2019 meliputi tujuan, sasaran

dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2019.

Berdasarkan Revisi Renstra 2015-2019 tanggal 7 September 2019, untuk mencapai

tujuan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2015-2019, telah ditetapkan 6 (enam)

sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta

2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap
keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM
di Jakarta

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di
wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di
Provinsi DKI Jakarta

5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah
kerja Balai Besar POM di Jakarta

6. Terwujudnya RB Balai Besar POM di Jakarta sesuai roadmap RB BPOM 2015 —
2019

Pencapaian sasaran strategis tahun 2019 diukur terhadap 16 indikator kinerja utama
yang akan dicapai pada akhir tahun periode Rencana Strategis 2015-2019. Terdapat
satu indikator kinerja utama yang baru diukur pada tahun 2019 yaitu Indeks Kesadaran
Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah Kerja
Balai Besar POM di Jakarta pada sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya
kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat
dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

Pada tahun 2019, dari 6 sasaran strategis yang ditetapkan, terdapat 2 sasaran
strategis yang pencapaiannya sangat baik (>110%-120%) yaitu sasaran strategis

pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI
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Jakarta” rata-rata capaian sebesar 113.11% dan sasaran strategis keempat
“Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi
DKI Jakarta” rata-rata capaian sebesar 111.28%. Terdapat 1 sasaran strategis dengan
kriteria capaian indikator kinerja baik (90% - <110%) yaitu sasaran strategis keenam
“Terwujudnya RB Balai Besar POM di Jakarta sesuai roadmap RB BPOM 2015 —
2019” sebesar 95.20%.

Selanjutnya, 2 sasaran strategis dengan capaian indikator kinerja tidak dapat
disimpulkan (>120%) yaitu sasaran strategis kedua “Meningkatnya kepatuhan pelaku
usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan
Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dan sasaran strategis ketiga
“‘Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di
wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”.

Capaian indikator kinerja tertinggi pada “Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi
Syarat di Provinsi DKI Jakarta” sebesar 157.26% dan “Indeks kepatuhan (compliance
index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja di wilayah kerja
Balai Besar POM di Jakarta” sebesar 134.92%. Capaian indikator kinerja terendah
pada Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap Il di wilayah kerja Balai
Besar POM di Jakarta” sebesar 31,58%. Kisaran capaian target indikator kinerja Balai
Besar POM di Jakarta pada tahun 2019 antara 31,58% sampai dengan 157.26%.
Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan maka seluruh kegiatan di Balai Besar POM di
Jakarta sebagian besar efisien dengan Tingkat Efisiensi (TE) berkisar antara Tingkat
Efisiensi (TE) berkisar antara -0,18 (kegiatan perkara di Bidang Penyidikan Obat dan
Makanan) hingga 0,29 (kegiatan keputusan hasil pengawasan obat dan makanan
yang ditindaklanjuti). Namun demikian masih perlu upaya perbaikan mulai dari
perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta
pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.
Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah
Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM
di Jakarta didukung APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar sebesar Rp.
44.596.604.000,00 (empat puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta
enam ratus empat ribu rupiah). Kemudian terdapat perubahan pagu anggaran setelah
adanya revisi DIPA untuk belanja pegawai menjadi Rp. 45.389.210.000,00 (empat
puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Realisasi anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp. 44.577.730.396,00
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(empat puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu

rupiah), dengan persentase serapan anggaran sebesar 98,21%.

Balai Besar POM di Jakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus

dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta

manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui kegiatan sebagai
berikut :

1. Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan
berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, melalui program-program
peningkatan keterlibatan aktif masyarakat diantaranya Gerakan Nasional Peduli
Obat dan Pangan Aman (GNPOPA), Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah
(AN PJAS), Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), dan KIE (Komunikasi
Informasi dan Edukasi).

2. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan Perjanjian
Kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta melakukan
evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya lebih efektif dalam
upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta.

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan Zona Integritas
sehingga terwujud Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Balai Besar POM di Jakarta.
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Dalam upaya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi

persyaratan mutu dan keamanan dan untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan

makanan di Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan kegiatan terobosan tahun

2019 sebagai berikut:

1. Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan inovasi dalam pelayanan publik
menggunakan E-book sertifikasi pangan untuk memudahkan pelaku usaha
mengakses informasi.

2. Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan inovasi dalam pelaksanaan
pelayanan prima (Desk CAPA) hasil audit sertifikasi untuk percepatan proses
penyelesaian rekomendasi di Provinsi DKI Jakarta.

3. Dalam mempercepat proses sertifikasi dan dalam meningkatan awareness pelaku
usaha dalam percepatan rekomendasi sertifikasi telah dibuat terobosan dengan
adanya sistem pemberitahuan/warning otomatis kepada pelaku usaha dalam
proses pemenuhan CAPA.

4. Balai Besar POM di Jakarta melakukan terobosan dalam meningkatan
efektivitas layanan publik sertifikasi dengan menerapkan pada SOP Mikro
untuk pelaku usaha yang tidak merespon CAPA dalam 3 bulan dinyatakan
permohonannya batal sehingga meningkatkan kepatuhan dan keseriusan pelaku
usaha untuk mendapat rekomendasi pemeriksaan sarana balai dalam rangka
memperoleh ljin Edar Produk.

5. Balai Besar POM di Jakarta membuat terobosan yaitu pengiriman email
otomatis kepada sarana yang hampir habis batas waktu pemenuhan tindak lanjut
pemeriksaan. Selain itu membantu evaluasi tindak lanjut pemeriksaan sarana
yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memantau konsistensi petugas dalam
merespon tindak lanjut dari sarana.

6. Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan inovasi dalam pelayanan perizinan
prima dengan peningkatan kemampuan petugas PTSP (Pelayanan Terpadu

Satu Pintu) untuk meminimalisasi kesalahan dalam perizinan di Provinsi DKI

Jakarta.
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7. Balai Besar POM di Jakarta melakukan kegiatan terobosan berupa Koordinasi
dan Peningkatan Kompetensi Petugas 44 Puskesmas Kecamatan di wilayah
DKI Jakarta dengan narasumber dari Badan POM. Kegiatan ini bertujuan untuk
mengantisipasi berulangnya kasus-kasus krusial di puskesmas seperti
penggunaan obat daluarsa oleh seorang pasien hamil dan diberikan oleh tenaga
kefarmasian di Puskesmas.Kegiatan ini direplikasi oleh Suku Dinas Kesehatan
Jakarta Selatan, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dan diharapkan menjadi

kegiatan rutin pada semua Suku Dinas Kesehatan di provinsi DKI Jakarta.

Keberhasilan Balai Besar POM di Jakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan

obat dan makanan pada tahun 2019 dapat dilihat pada kegiatan berikut:

1. Balai Besar POM di Jakarta dipercaya untuk melakukan Pengawalan Keamanan
Pangan (Food Security) dalam Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) di Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Juni — 10 Agustus 20109.

2. Balai Besar POM di Jakarta menerima penghargaan dalam penguatan

koordinasi dan sinergi pengawasan pemasukan, pengeluaran dan peredaran

obat dan makanan dari Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A
Tanjung Priok Award Tahun 2019.

lai Besar POM di Jakarta Tahun 2019
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3. Balai Besar POM di Jakarta berhasil melaksanakan peningkatan kualitas hasil
pengawasan dan peningkatan cakupan pengawasan dengan perkuatan soft skill
petugas Dinas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

4. Balai Besar POM di Jakarta berhasil melaksanakan pemantapan penerapan
Aplikasi SMART POM untuk tindak lanjut pemeriksaan yang optimal di Provinsi
DKI Jakarta.

5. Balai Besar POM di Jakarta berhasil melaksanakan pelaporan pajak tepat waktu
dan bebas denda melalui inovasi pelaporan pajak PPN, PPH Pasal 21 dan Pasal
22 melalui e-filling.

6. Balai Besar POM di Jakarta berpartisipasi dalam Penggunaan Teknologi
Informasi melalui 2D Barcode dalam aplikasi Cek Mobile untuk produk obat
dan makanan pada Pameran Jakarta Fair selama 40 hari yang mengusung
JAKARTA 4.0.

7. Untuk meningkatkan kualitas UMKM pada tahun 2019 Balai Besar POM di Jakarta
melakukan Kegiatan Fasilitasi UMKM untuk 22 UMKM di Jakarta untuk
mendapatkan Nomor ljin Edar MD. Keberhasilan kegiatan ini diukur dengan
perkembangan proses yang dilakukan oleh masing-masing UMKM mulai dari
Tahap Pendampingan, Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Balai, Pembukaan
akun e-registrasi Pangan, dan keluar ljin Edar MD. Dari 22 sarana telah selesai
Rekomendasi Pemeriksaan sarana terhadap 15 sarana, 2 sarana dalam tahap
CAPA dan 5 sarana masih tahap renovasi bangunan.

8. Pada tahun 2019 Balai Besar POM di Jakarta berhasil melakukan Fasilitasi
Sentra Olahan Susu Pondok Rangon. Telah berdiri sentra olahan susu Pondok
Rangon yang diresmikan Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur.
Sentra olahan susu ini atas kerjasama dengan Dirjen Peternakan, Kementerian
Pertanian dengan bantuan dana renovasi yang diturunkan lewat Dinas Ketahanan
Pangan Kelautan dan Pertanian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya
Sentra Olahan susu ini memfasilitasi para peternak sapi Pondok Rangon dalam
pemanfaatan hasil perahan susu yang dibuat menjadi aneka minuman susu

pasteurisasi untuk mendapatkan nomor ijin edar MD, sehingga keamanan produk

yang beredar dapat dikendalikan.

sar POM di Jakarta Tahun 2019
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Untuk menciptakan Balai Besar POM di Jakarta yang bersih akuntabel transparan dan

berkomitmen mengawal reformasi birokrasi maka selama tahun 2019 dilakukan
kegiatan berikut:

1. Bimtek Implementasi Reformasi Birokrasi dan SPIP sebagai Internalisasi RB

Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan Bimbingan Teknis dengan metode
paparan dan FGD Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengawasan
Intern Pemerintah pada tanggal 30 September 2019 sampai 2 Oktober 2019.
Inspektur Utama Dra. Elin Herlina, Apt, MP, dan Inspektur Il Badan POM Dra.
Zulaimah, Apt membuka acara sekaligus memberi arahan dan paparan materi
dengan dimoderatori oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Jakarta Dra. Indriaty
Tubagus, Apt., M.Kes. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai Balai Besar
POM di Jakarta.

Bimtek ini diharapkan menumbuhkan kesadaran pada setiap pegawai untuk dapat
menerapkan nilai-nilai RB dalam organisasi sehingga akan tercipta Reformasi
Birokrasi di lingkungan Balai Besar POM di Jakarta menuju World Class

Bureaucracy

2. Balai Besar POM di Jakarta goes to Banyuwangi untuk Studi Tiru /
Benchmarking WBK/WBBM
Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dan mempersiapkan pembangunan
zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di ingkungan Balai Besar POM di Jakarta, pada tanggal 28-
30 November 2019, Balai Besar POM di Jakarta melakukan Studi
Tiru/benchmarking terhadap zona integritas WBK/WBBM yang telah sukses

ot o




dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kunjungan
Studi Tiru ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dipimpin langsung oleh PIt.
Kepala Balai Besar POM di Jakarta Ibu Dra. Dewi Prawitasari Apt, M.Kes.
Kunjungan dilaksanakan ke Lounge Pemkab Banyuwangi dan Mall Pelayanan
Publik.
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PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor
05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan
sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor
12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, Balai Besar POM di Jakarta
merupakan UPT Badan POM yaitu satuan Kkerja bersifat mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang
tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM
di Jakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan,
dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara
administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai Besar POM di Jakarta

menyelenggarakan tugas dan fungsi.

Tugas
Melaksanakankan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan,;

c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan
dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;

d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi
Obat dan Makanan;

e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;

f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;

g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di

bidang pengawasan Obat dan Makanan,;
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i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan
Makanan;

j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan
Obat dan Makanan;

k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

I. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.2. Aspek Strategis Organisasi
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya
pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat
dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan
sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market
control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan
masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan
berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas
cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog
control menjadi proactive control, dengan mendorong penerapan Risk
Management Programme.
Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan
utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana
Strategis periode 2015-2019 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan
Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta
meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan
peraturan perundang- undangan yang berlaku, sampling dan pengujian
laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan
penegakan hukum.
Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti
kegiatan atau pilar lembaga, yaitu:
1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum
beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana

produksi dalam rangka sertifikasi;
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2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market)
mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi
Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta;

3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi
dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan
daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah
dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku
kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan
Makanan;

4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan

dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dalam upaya
penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu
didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi
dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif
bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan
terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan
serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan
cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di

masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.3. Analisis Lingkungan Strategis
Aspek strategis di Balai BesarPOM di Jakarta dalam mendukung pembangunan
pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung
pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta

a. Lingkungan Internal

1. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai Balai Besar POM di Jakarta sebanyak 112 orang sesuai
dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Jumlah

pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 2
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Rincian distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut:
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Gambar 1. Data Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan
Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2019

2. Sumber Daya Lainnya

Kantor Balai Besar POM di Jakarta hanya memiliki 1 (satu) bangunan
gedung dengan total luas tanah 2.750,00 m? dan luas bangunan 2.404,00
m?, didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar
Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di
Jakarta memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian
mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu, Balai Besar
POM di Jakarta dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah
membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015

dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.

. Keunggulan Balai Besar POM di Jakarta

Laboratorium Keliling yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sejak
tahun 2017.

. Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Jakarta bersumber dari APBN sesuai DIPA
tahun 2019 No. SP DIPA-063.01.2.432747/ 2019 yang diterbitkan pada
tanggal 5 Desember 2018 sebesar 44.596.604.000,- (empat puluh empat

milyar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah).
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b. Lingkungan Eksternal

1. Kondisi Geografis dan Demografis
Provinsi DKI Jakarta terletak pada 6°12’" Lintang Selatan dan 106°48’
Lintang Selatan. Wilayah Provinsi DKI Jakarta seluas 662.33 km?2. Cakupan
wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Kabupaten/Kota terdiri dari

1 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah penduduk 10,6 juta jiwa.

LAUT JAWA

. r‘vu sARANT .

L .

Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi
Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi
DKI Jakarta meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat
tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan
serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi
Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota,

" e
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RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana

distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah

sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta

sebagaimana pada Gambar 3 tersebut di bawah ini.
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3512 ®
82
/i

= Industri

Farmasi
= Industri OT

Industri Kecil
oT
Industri
Kosmetik

= Industri

Pangan
= Industri IRTP

Sarana Distribusi

= PBF

340
7

381 = Apotek

L
@

226 1246 158

Toko Obat
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Gambar 3. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi Balai
Besar POM di Jakarta

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam

tabel berikut :

KEKUATAN

v' Kompetensi ASN BALAI BESAR POM di

Jakarta yang memadai dalam mendukung

pelaksanaan tugas

Integritas Pelayanan Publik yang diakui

secara nasional

Pedoman Pengawasan yang jelas

Komitmen Pimpinan yang jelas

Sistem pengawasan yang komprehensif

Komitmen dalam penerapan Sistem Mutu

ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017

Komitmen dalam menerima dan

menerapkan perubahan

v" Networking yang kuat dengan lembaga-
lembaga pusat/daerah

SN N

\

KELEMAHAN

v' Payung hukum Pengawasan Obat dan
Makanan belum memadai

v ASN masih memerlukan peningkatan
kompetensi tertentu yang berkelanjutan

v/ Manajemen SDM belum memadai

v/ Sarana perkantoran kurang memadai

‘2 e I
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PELUANG

Fasilitasi UMKM untuk upgrading
Peningkatan networking yang efektif dengan
lembaga pusat/daerah

v/ Jakarta sebagai ibukota negara Republik
Indonesia

v' Perkembangan Teknologi Informasi yang
sangat cepat sebagai sarana KIE

AN

AVRNIN

AN

TANTANGAN

Perubahan peraturan yang dinamis
Peredaran kosmetik dan pangan ilegal
Semakin maraknya penjualan obat dan
makanan online

Lemahnya penegakan hukum

Peningkatan penggunaan produk-produk
lifestyle

v Tingginya pertumbuhan penduduk sehingga | v* Pasar Global dan perdagangan bebas
meningkatkan  kebutuhan obat dan v Peningkatan daya saing pelaku usaha
makanan v" Peningkatan jumlah sarana Produksi dan

v" Dukungan Pemda dalam bentuk PERGUB distribusi obat dan makanan
dan INGUB terkait pengawasan dan v" Modus pelanggaran semakin kompleks
pembinaan obat dan makanan v/ Tuntutan percepatan pelayanan publik

v' Otonomi daerah di provinsi DKI Jakarta | v° Meningkatnya penyebaran informasi hoax
yang tersentralisasi di pemerintah Provinsi terkait obat dan makanan

v" Menguatnya kewenangan pengawasan v" Tuntutan produk halal
obat dan makanan sesuai peraturan terbaru | v* Tuntutan Uji Mandiri Balai yang absah dan

valid

v Sinkronisasi data sarana pengawasan obat
dan makanan dengan pemerintah daerah
belum optimal

v/ Masih adanya produk UMKM highrisk yang
terdaftar sebagai PIRT

1.4.

Isu Strategis
Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di

Jakarta antara lain:

1. Peredaran Produk Makanan yang Membahayakan Kesehatan dan
Merugikan Produk Lokal
Peredaran produk makanan kopi Pak Belalang dari Malaysia karena tidak
memiliki Surat Keterangan Impor dari BPOM dan efek kesengajaan untuk
mengubah tanggal kedaluarsa di Jakarta. Berdasarkan Pasal 99 juncto Pasal
143 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Keamanan Pangan
dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup,
mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan
tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan. Produk kopi tersebut meski sudah
mendapat ijin edar tapi mencantumkan label tidak disetujui, bukan buatan
Indonesia tapi mengatasnamakan produk nusantara dalam slogannya yang
berdampak merugikan merek kopi-kopi lokal. Keamanan produk juga tidak
terjamin karena produk kopi tersebut tetap diedarkan meskipun sudah

daluarsa dengan cara menghapus tanggal daluarsa di kemasan.
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2. Generasi Stunting Mengancam Masa Depan Bangsa

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat
dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai
dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih
rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan
fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan
dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi
penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan
yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health
Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun
2018, yaitu Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is
possible.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan
stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi
pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan
Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak
Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Jakarta melakukan pengawasan post-market dengan cara
pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan
yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan
implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan
dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak
pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan

hukum dan pemberdayaan masyarakat.

3. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online
Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat
persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode
bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan
sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal
ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen
makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin

edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk illegal
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yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM.
Dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan peredaran produk ilegal,
Balai Besar POM di Jakarta melakukan sampling produk Obat dan Makanan
yang dijual secara online berdasarkan analisis risiko. Hal ini merupakan
implementasi dari upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan
Makanan yang tidak aman.

4. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan
JKN, Balai Besar POM di Jakarta meningkatkan peran dalam memberikan
jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat. Selanjutnya untuk
mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari
jalur ilegal, dilakukan pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap
pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi
sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat
publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota
Administratif, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan

lainnya.

5. Hoaks terkait Obat dan Makanan

Tingginya pengguna sosial media di Indonesia menjadi salah satu faktor
penyebab maraknya penyebaran hoaks terkait obat dan makanan. Untuk
meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebenaran informasi obat
dan makanan, Balai Besar POM di Jakarta berperan aktif dalam kegiatan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) antara lain melalui HaloBPOM,
media sosial, kegiatan di sekolah dari jenjang SD hingga SMA, Car Free Day,
talkshow, dan pameran. Sosialisasi juga dilakukan melalui kampanye
pemanfaatan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile, dan penyebaran informasi
melalui website BPOM.

6. Reformasi Birokrasi
Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang
profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih

dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral,
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sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik

aparatur negara. Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis
Badan POM terus berupaya menerapkan nilai-nilai Reformasi Birokrasi untuk

memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi).

7. Implementasi Inpres 3 tahun 2017
Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat
memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui
peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor
terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi
pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur
mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut perlu
disiapkan. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang
dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Jakarta sangat berpengaruh terhadap
peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-

undangan.

1.5. Struktur Organisasi

Bagian
Tata Usaha
SHEEEHED SubBagian
Program dan
Evaluasi Umum

ETOMDOR
Jabatan

T 1
. . 3 Bid
Bidang Bidang Bidang | nfnrlli‘l?;;igdan
Pengujian Pemeriksaan Penindakan EmTTEE
Seksi Pengujian Seksi Sertifikasi
Kimia
Seksi Inspeksi
Seksi Pengujian
Mikrobiologi

*Ie]
Jabatan
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Tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dijabarkan sebagai berikut:
a. Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di
bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Bidang Pengujian
menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan
mikrobiologi Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian
kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.
Bidang Pengujian terdiri atas:
1) Seksi Pengujian Kimia;
2) Seksi Pengujian Mikrobiologi; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan
Makanan. Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan

pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

b. Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional
di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi
Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian serta sertifikasi
dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Bidang
Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi
saranalfasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan
sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan
contoh (sampling) produk Obat dan Makanan,;

2. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan
Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;

3. Pelaksanaan sertifikasi saranal/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan
produk Obat dan Makanan,;

4. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan

5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan

sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
- [
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dan saranalfasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan
pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
Bidang Pemeriksaan terdiri atas:
1) SeksiInspeksi
2) Seksi Sertifikasi
3) Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi
dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan saranalfasilitas pelayanan
kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas

produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

c. Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di
bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan
tugas, Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan
terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan;

2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan,;
dan

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan
penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

d. Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi,
dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja
sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Informasi dan
Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi,
informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat

dan Makanan;

L e e "—I__.__.l:' J :ﬁ%;?’
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2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di
bidang pengawasan Obat dan Makanan;

3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat
dan Makanan; dan

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan
komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang

pengawasan Obat dan Makanan.

e. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan
rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik
negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan
kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta
kerumahtanggaan. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan rencana, program, dan anggaran;

Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

Pengelolaan persuratan dan kearsipan;

Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;

Pelaksanan urusan kepegawaian;

Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;

Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan

© N o g B~ WD PE

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

1) Subbagian Program dan Evaluasi

2) Subbagian Umum

3) Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan
rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata
laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan,

kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan

kerumahtanggaan.
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PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Balai Besar POM di Jakarta terdapat dalam Dokumen
Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta tahun 2015-2019 yang
ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2015.
Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah
kebijakan serta program dan kegiatan BALAI BESAR POM di Jakarta.

Revisi Renstra Balai Besar POM di Jakarta 2015-2109 dilakukan pada tanggal
12 September 2018 mengacu OTK baru merupakan amanat tindak lanjut dari
Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, dimana pasal
14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra K/L 2015-2019 berjalan,
dapat dilakukan sepanjang :

(1) Terdapat undang-undang yang mengamanatkan perubahan Renstra K/L;

atau
(2) Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi

Kementerian/Lembaga.

Pada Revisi Renstra Balai Besar POM di Jakarta juga terjadi perubahan
pendekatan manajemen kinerja, yang semula berdasarkan Logical Framework
berubah menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Balanced Scorecard
atau BSC merupakan performance management tools yang mampu
menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai
level individu, sehingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang
harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan
misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengkaitkan antara
informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (Action Plan) yang bersifat
tahunan, yaitu mengkaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada
perencanaan berbasis organisasi (organization-wide planning) dengan
perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu

merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerja.
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Tujuan yang dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya jaminan  produk Obat dan Makanan aman,
berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan
kesehatan masyarakat.

(2) Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan
global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta

mendukung inovasi.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan
Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process,
Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam periode waktu 2015-
2019 dapat dilihat pada peta strategi level Il Balai Besar POM di Jakarta,

sebagai berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL Il BBPOM DI JAKARTA

g g 7 IKK: N
3 1.Indeks POM
g E SK1. TerwujudnyaObat | 5 5 contaseObat yangmemenuhisyarat
Sy dan Makanan yang aman | 3 p, ObatT) yang hisyarat
‘i‘ :g dan bermutu di Provinsi | 4 persentase hatan y hi syara
=W DKI Jakarta 5Pe K 9
“ \_6P yang syarat
&5 g SK2. Meningkatnya kepatuhan pelaku
g S usaha dan kesadaran masyarakat
S o terhadap keamanan, manfaat dan mutu
a % Obat dan Makanan di wilayah kerja
a BBPOM di Jakarta

£
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o IKK: Indeks pengetahuan b3 L hoat OB Mak d .
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= 5. Rasio tindak lanjut hasi peng Obat dan makanan yang dilak
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LEARNING &
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PERSPECTIVE

Gambar 5. Peta Strategi BSC Level Il Balai Besar POM di Jakarta

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Jakarta dengan
perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan

P
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Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2018
menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator yang
dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan sasaran strategis, indikator dan

target kinerja Balai Besar POM di Jakarta tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2015-2017 (OTK Lama)

_ _ _ Target Kinerja
Sasaran Indikator Kinerja ? J

Strategis 2015 2016 | 2017
Persentase obat yang memenuhi syarat | 92.00  92.50 | 93.00
Persentase Obat Tradisional yang 80.00 | 81.00 | 82.00
Menguatnya Sistem | memenuhi syarat
Pengawasan Obat dan  persentase Kosmetik yang memenuhi 89.00 | 90.00  91.00
Makanan syarat
Persentase Suplemen Makanan yang 79.00 | 80.00 | 81.00
memenuhi
syarat
Persentase Makanan yang memenuhi 82.30 | 82.80 | 83.30
syarat
Tingkat Kepuasan Masyarakat 75.00 | 75.25| 75,5

Meningkatnya kapasitas dan | Jumlah Kabupaten/Kota yang
komitmen pelaku usaha, | memberikan
kemitraan dengan | komitmen untuk pelaksanaan
pemangku kepentingan, dan | pengawasan Obat dan Makanan dengan | 38 38 38
partisipasi masyarakat memberikan alokasi anggaran
pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
l'l"e”'”g"at”ya kualitas \;10i SAKIP BALAI BESAR POM dari
apasitas BPOM B A A
kelembagaan BPOM

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di
Jakarta 2018-2019 (OTK Baru)

. . Target Kinerja
Sasararl Indikator Kinerja 2 il
Strategis 2018 @ 2019
Indeks Pengawasan Obat dan 70 71

Makanan di Wilayah Kerja Balai
Besar POM di Jakarta
Persentase obat yang memenubhi 935 04
syarat meningkat di Provinsi DKI
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman Jakarta

dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta Persentase Obat Tradisional
yang memenuhi syarat meningkat
di Provinsi DKI Jakarta
Persentase Kosmetik yang 92 80
memenuhi syarat meningkat di
Provinsi DKI Jakarta

Persentase Suplemen Makanan
yang memenuhi syarat meningkat
di Provinsi DKI Jakarta

83 60

82 87

£ ] I
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Sasara_n Indikator Kinerja Target Kinerja
Strategis 2018 | 2019
Persentasg Makanan )_/ang . 89.60 71
memenuhi syarat meningkat di
Provinsi DKI Jakarta
Indeks kepatuhan (compliance
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan I(gg:\;()dzili/lk;kl;iz:a d?w:& ?/r;?\ 60 61
kesadaran ~  masyarakat  terhadap | .., palai Besar POM di Jakarta
keamanan, manfaat dan mutu Obat dan e el (sl s
Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM (awareness index) terhadap Obat ) 66
di Jakarta dan Makanan aman di Wilayah
Kerja Balai Besar POM di Jakarta
Meningkatnya pengetahuan masyarakat Indeks pengetahuan masyarakat 60 61
. | terhadap Obat dan Makanan
terhadap Obat dan Makanan aman di aman di Wilayah Kerja
Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta Balai Besar POM di Jakarta
Persentase pemenuhan 100 100
pengujian sesuai standar di
Provinsi DKI Jakarta
Persentase sarana produksi Obat
dan Makanan yang memenuhi 35 41.8
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat léit:;]:l::ag'\j ! dviv::lz:::aKe”a Balai
dan Makanan berbasis risiko di Provinsi DKI Persentase sarana distribusi Obat
Jakarta yang memenuhi ketentuan di 49 50
Wilayah Kerja Balai Besar POM
di Jakarta
Persentase keputusan penilaian
sertifikasi yang diselesaikan tepat 80 83
waktu di Provinsi DKI Jakarta
Rasio tindak lanjut hasil
pengawasan Obat dan Makanan 36.10 | 46,95
yang dilaksanakan di Wilayah
Kerja Balai Besar POM di Jakarta
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak gizsgzg?lf:npsi:(;g;: )t/:::p Il di 45 50
pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja masing-masing wilayah kerja
B e Balai Besar POM di Jakarta
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai |Nilai AKIP Balai Besar POM di 78 81
Besar POM di Jakarta sesuai dengan |Jakarta
roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-
2019

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2015-2019, maka
kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai
berikut:

_ |
: r
|
’ L I
_ml Besar POM diJalcarta Tahun 2019
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Obat
BADAHN POM

Makanan
Aman
Meninghkatkan
Kesehatan Masyarakat
dan Daya Saing Bangsa

1. Meningkathkan sistemn pengawasan
Obat dan Makanan berbasis risiko
untuk melindungi masyarakat.
! g k asdan k pelaku usaha
dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan
Mak serta perkuat kemitraan dengan

1. Meningkatnya Jaminan preduk Obat dan Makanan aman,
berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka

TUJUAN meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar
Ilokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat,
SASARAN
STRATEGIS

dan mutu serta mendukung inovasi.

Gambar 6. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM
di Jakarta

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2015-2019) diharapkan Balai Besar
POM di Jakarta mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien
sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia
seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran masing-masing

Sasaran Strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di
' Provinsi DKI Jakarta
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Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Jakarta tergolong produk
berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap
produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.
Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya
pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara
komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut,
harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu,
produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum
merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di
Jakarta merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: Pertama,
pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi
keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk yang dilakukan
dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan
sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan,
serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market
dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Kedua,
pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian
diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut
telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uiji
laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan
produk tidak memenuhi syarat. Ketiga, penegakan hukum di bidang
pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti
hasil pengujian, pemeriksaan maupun investigasi awal. Proses penegakan
hukum sampai dengan pro justitia dapat berakhir dengan pemberian sanksi
administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut
izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah
pidana, maka pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum
pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah dan fungsi pengawasan full spectrum
di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan
melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang
profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang

aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

-
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Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU)

sebagai berikut :

a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM
di Jakarta hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 71%.

b. Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta hingga akhir
tahun 2019 ditargetkan sebesar 94%.

c. Persentase Produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat Provinsi DKI
Jakarta hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 60%.

d. Persentase Produk Kosmetik yang memenuhi syarat Provinsi DKI Jakarta
hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 80%.

e. Persentase Produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi
DKI Jakarta hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 87%.

f. Persentase Produk Pangan yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta
hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 71%.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran
masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan
Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait
dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan
keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada
dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu, pelaku usaha
wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai
regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai
dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk
tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam
memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman,
berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai
dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan

finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi
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pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan

Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan

Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen

pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing

Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat

sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang

memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan
diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi
syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan
menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat,
dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM
melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan

Informasi, dan Edukasi (KIE).

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU)

sebagai berikut:

a. Indeks Kepatuhan (compliance index) pelaku usaha dibidang obat dan
makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta hingga akhir tahun
2019 ditargetkan sebesar 61.

b. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan
makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta hingga akhir tahun
2019 ditargetkan sebesar 66.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sesuai dengan prinsip dasar pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan
dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai Besar
POM di Jakarta perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat
partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai Besar POM di Jakarta
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perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui
berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai
forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap
Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan
perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan
yang tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah
kerja Balai Besar POM di Jakarta hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar
61.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
berbasis resiko di Provinsi DKI Jakarta

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum)
mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana
produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum.
Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan
yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu,
diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari
kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang
mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi,
sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas
dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan
seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan
seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan
misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan
meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan
langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu

melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan

koordinasi lintas sektor.
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Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU)

sebagai berikut:

a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta
hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 100%.

b. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta hingga akhir tahun 2019
ditargetkan sebesar 41,8%.

c. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja
Balai Besar POM di Jakarta hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar
50%.

d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di
Provinsi DKI Jakarta hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 83%.

e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan
di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta hingga akhir tahun 2019
ditargetkan sebesar 46,95%.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan
Makanan Di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan
yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius
terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada
aspek ekonomi maupun sosial.

Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek
jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari
celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan
Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan
BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah
berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu
menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak

negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang
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terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal
tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak
pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera
dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap Il di wilayah kerja Balai
Besar POM di Jakarta hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 50%.

Sasaran Strategis 6

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta
sesuai roadmapReformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti
termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan
Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka
menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga
kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya
aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum,
keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good
governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk
mendorong keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2015-2019, BPOM
berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB,
Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian
suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i)
dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM
agar beban kerja lebih realistis, (ii)) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan
anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine)

merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang
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terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk
mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar
dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah
ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien
menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.
Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan
kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi
tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan
fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat
dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat
transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan
kebutuhan, (i) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv)
pengembangan Kkarir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (Vi)
penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun
dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2019 ditargetkan 81.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Jakarta
menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis
2015-2019 dan DIPA Balai Besar POM di JakartaTahun Anggaran 2019 dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 45.389.210.000,00 (empat puluh lima milyar tiga
ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Perjanjian
Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2019
dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin
diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh

Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut :
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Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2019

"
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NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Indeks Pengawasan Obat dan
Makanan di wilayah kerja Balai Besar 71
POM di Jakarta
Persentase Obat yang Memenuhi 94
Syarat di Provinsi DKI Jakarta
Persentase Obat Tradisional yang
. Memenuhi Syarat di Provinsi DKI 60
Terwujudnya Obat dan Jakarta
1 Makanan yang aman dan
bermutu di Provinsi DKI Jakarta | Persentase Kosmetik yang Memenubhi 80
Syarat di Provinsi DKI Jakarta
Persentase Suplemen Kesehatan
yang Memenuhi Syarat di Provinsi 87
DKI Jakarta
Persentase Makanan yang Memenuhi 71
Syarat di Provinsi DKI Jakarta
: Indeks kepatuhan (compliance index)
M(Tnll(ngkatnyrl]a d tepa;[juhan pelaku usaha di bidang Obat dan 61
pelaku ‘usaha dan kesadaran |, anan di wilayah kerja Balai Besar
masyarakat terhadap POM di Jakarta
2 keamanan, manfaat dan mutu
Obat dan Makanan di wilayah | Indeks kesadaran masyarakat 66
kerja Balai Besar POM di | (awareness index) terhadap obat dan
Jakarta makanan aman di wilayah kerja Balai
Besar POM di Jakarta
Meningkatnya pengetahuan | Indeks pengetahuan masyarakat
3 masyarakat terhadap Obat dan | terhadap Obat dan Makanan aman di 66
Makanan aman di wilayah kerja | wilayah kerja Balai Besar POM di
Balai Besar POM di Jakarta Jakarta
Persentase pemenuhan pengujian 100
sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta
Persentase sarana produksi Obat dan
Makanan yang memenuhi ketentuan di 41.8
wilayah kerja Balai Besar POM di ’
. - Jakarta
Meningkatnya eI Persentase sarana distribusi Obat
pengawasan Obat dan . S
4 Makanan berbasis risiko di | Y2"9 memenuhi ketentuan di wilayah 50
- kerja Balai Besar POM di Jakarta
Provinsi DKI Jakarta J —
Persentase keputusan penilaian
sertifikasi yang diselesaikan tepat 83
waktu di Provinsi DKI Jakarta
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan
Obat dan Makanan yang dilaksanakan 46.95
di wilayah kerja Balai Besar POM di ’
Jakarta
Mem_ngkatnyg : Sl Persentase perkara yang diselesaikan
5  Penyidikan tindak pidana Obat | 0000 ahan || di wilayah kerja Balai = 50
dan Makanan di wilayah kerja 99 P Y J
; ; Besar POM di Jakarta
Balai Besar di Jakarta
Terwujudnya RB Balai Besar
6 | POM diJakarta sesuai roadmap | Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta 81
RB BPOM 2015- 2019
-
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Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2019 pada sasaran program
berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2019. Target
pada RKT tahun 2019 dibuat dengan mengacu pada Renstra tahun 2015-2019
yang telah ditetapkan berdasarkan tren data capaian periode Renstra tahun
sebelumnya. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2019 pada
sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun
20109.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka
Balai Besar POM di Jakarta sebagai unit kerja Eselon Il wajib menyusun
Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah
(Kepala Balai Besar POM di Jakarta) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM
RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja
aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan Klarifikasi output dan
outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya
organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau
dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja
dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan
organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai Besar
POM Jakarta selalu dimonitoring setiap triwulan melalui aplikasi e-performance

untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya.

2.3. Kriteria Pencapaian Indikator
Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini
adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Kriteria pencapaian kinerja

o Rentang Capaian Rentang Capaian Lapkin
Kriteria (Exigsting) e
Sangat Kurang <50
Kurang <75
Cukup 75 - 100 70 - <90
Baik 100
Sangat Baik 100-125 110- 120
Tidak dapat disimpulkan > 125
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Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.

2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan

SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi
setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional
indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Adapun rumus
perhitungan capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

. Realisasi
% Capaian = Tget X 100%







3.1.

Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari
masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BALAl BESAR POM di
Jakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas
kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja
dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap
target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun
2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta
melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2019 BALAI BESAR POM di Jakarta telah berhasil mencapai 5
sasaran strategis yang telah ditetapkan dan belum berhasil mencapai target 1

sasaran strategis seperti tergambar pada tabel dibawabh ini.

Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis

CAPAIAN

NO SASARAN STRATEGIS KRITERIA

(NPS)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman
dan bermutu di 113,11
Provinsi DKI Jakarta

Sangat Baik

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan
kesadaran masyarakat

terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat 122.29
dan Makanan

di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Meningkatnya pengetahuan masyarakat
terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah 124.16
kerja Balai Besar POM di Jakarta

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan

Makanan berbasis risiko di Provinsi DKI Jakarta 111.28

Sangat Baik

Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak
pidana Obat danMakanan di wilayah kerja Balai 31.58
Besar POM di Jakarta

Sangat Kurang

Terwujudnya RB Balai Besar POM di Jakarta

sesuai roadmap RB BPOMO015 - 2019 95.20

Pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta telah ditetapkan 6 sasaran
strategis dan 16 indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian

L ] -

sebagai berikut:

—_ 1

sar POM di Jakarta Tahun 2019



NO PERSPEKTIF

Tabel 6. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%) KRITERIA

Indeks Pengawasan Obat dan
Makanan di wilayah kerja Balai Besar 71 715 100.70
POM di Jakarta
Persentase Obat yang Memenuhi
Syarat di Provinsi DKI Jakarta 94 81.58 86.79
Persentase Obat Tradisional yang
Terwujudnya  Obat  dan | Memenuhi Syarat di Provinsi DKI 60 93.93 156.55
Makanan yang aman dan | Jakarta
1 Stakeholder bermutu di Provinsi DKI | Persentase Kosmetik yang
Jakarta Memenuhi Syarat di Provinsi DKI 80 86.09 107.61
Jakarta
Persentase Suplemen Kesehatan
yang Memenuhi Syarat di Provinsi 87 99.39 114.24
DKI Jakarta
Persentase Makanan yang
Memenuhi Syarat di Provinsi DKI 71 79.55 112.04
Jakarta
Indeks kepatuhan (compliance index)
: laku usaha di bidang Obat dan
Meningkatnya kepatuhan pe o - - 61 82.30 134.91
pelaku usaha dan kesadaran I\P/ISI;/iar&_ag dkl v:;layah kerja Balai Besar
masyarakat terhadap I Jakarta
2 Customer keamanan, manfaat dan mutu
Obat dan Makanan di wilayah
kerja Balai Besar POM di Indeks kesadaran masyarakat
Jakarta (awareness index) terhadap obat dan
makanan aman di wilayah kerja Balai 66 72.38 109.67
Besar POM di Jakarta
Meningkatnya pengetahuan
Indeks pengetahuan masyarakat
masyarakat terhada_p _Obat terhadap Obat dan Makanan aman di
dan Makanan aman di wilayah . . ) ) 61 75.74 124.16
. : . | wilayah kerja Balai Besar POM di
kerja Balai Besar POM di Jakarta
Jakarta
Persentase pemenuhan pengujian
sesuai standar di Provinsi DKI 100 97.81 97.81
Jakarta
Persentase sarana produksi Obat
dan Makanan yang memenuhi
ketentuan di wilayah kerja Balai 418 41.46 99.19
. - Besar POM di Jakarta
Meningkatnya efektivitas
pengawasan  Obat  dan e
3 Internal Process Makanan berbasis risiko di | Persentase sarana distribusi Obat
wilayah kerja Balai Besar | Yang memenuhi ketentuan di wilayah 50 58.06 116.12
POM di Jakarta kerja Balai Besar POM di Jakarta
Persentase  keputusan penilaian
sertifikasi yang diselesaikan tepat 83 99.56 119.95
waktu
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan
Obat dan makanan yang
dilaksanakan di wilayah kerja Balai 46.95 57.91 123.34
Besar POM di Jakarta
Meningkatnya efektivitas | Persentase perkara yang
penyidikan tindak pidana Obat | diselesaikan hingga tahap Il di 50 15.79 31.58 Sangat
dan Makanan di wilayah kerja | wilayah di wilayah kerja Balai Besar : . kurang
Balai Besar POM di Jakarta POM di Jakarta
Terwujudnya RB Balai Besar
Learning & POM di Jakarta sesuai | Nilai AKIP Balai Besar POM di
4 Growth roadmap RB BPOM 2015 — | Jakarta 81 e 95.20
2019
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Dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 4 (empat) indikator
mencapai target dengan kriteria “sangat baik”, 5 (lima) indikator mencapai target
dengan kategori “baik”, 1 (satu) indicator mencapai target dengan kategori “cukup”,
1 (satu) indikator yang tidak mencapai target dengan kategori “sangat kurang”, 5
(lima) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori “tidak dapat
disimpulkan”. Kriteria baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan
Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat
secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen
kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman,
bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut sehingga dapat
memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain membentuk tim
koordinasi dan pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor
terkait. Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan
mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan
konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan
penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman,
bermutu dan berkhasiat/bermanfaat. Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA
dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi
masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka
dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum
produk beredar di masyarakat secara intensif. Untuk antisipasi dampak produk
yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap
kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih
dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, brosur, banner
dan poster di tempat-tempat strategis dan informasi di media sosial serta upaya
mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan
tentang obat dan makanan.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis

yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut :
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Sasaran Strategis |

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
di Provinsi DKI Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1.

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di

Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran
untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang
dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu
pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penyusunan Indeks POM sementara ini dilakukan melalui
pengumpulan data sekunder dari Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, serta

laporan kinerja hasil pengawasan lain yang relevan.

Tabel 7. Realisasi Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja
Balai POM di Jakarta Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI CAPAIAN (%) KRITERIA

Indeks Pengawasan

Obat dan Makanan di
wilayah kerja Balai Besar
POM di Jakarta

u ey Byl |

Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical
Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk
indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1
yaitu tahun 2018. Realisasi IPOM Balai Besar POM Jakarta tahun 2019 sudah
mencapai target dengan kategori Baik.
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b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2017 sampai dengan 2019
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Gambar 7. Grafik Realisasi Indeks POM Balai Besar POM di Jakarta
Tahun 2017 sampai 2019

Berdasarkan grafik IPOM pada Gambar 10, IPOM Balai Besar POM di
Jakarta tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018. Namun demikian,
realisasi IPOM tahun 2019 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan
realisasi IPOM tahun 2017.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Balai lain yang

sejenis/setara
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Gambar 8. Grafik Perbandingan Realisasi IPOM Tahun 2019 dengan

Balai Lain
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Realisasi indeks pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar
POM di Padang, Balai Besar POM di Jakarta dan Balai Besar POM di Manado
berada di atas target nasional 71, sedangkan Balai Besar POM di Bandar
Lampung berada di bawah target nasional. Perbedaan nilai indeks ini dapat
dipengaruhi oleh luasnya cakupan dan jumlah sarana produksi dan distribusi
yang harus diperiksa baik di Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM

di Jakarta maupun Balai Besar POM di Manado.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
IPOM tahun 2019 lebih rendah jika dibandingkan dengan IPOM tahun 2018,
meskipun demikian IPOM tahun 2019 tetap lebih tinggi dibandingkan tahun
2017. Penurunan capaian IPOM tahun 2019 dipengaruhi oleh perubahan
definisi operasional pada indikator kinerja utama yang mendukung
terbentuknya nilai IPOM. Selain itu, dipengaruhi juga oleh metode sampling
dan cakupan pengawasan.
Faktor lain yang menyebabkan turunnya IPOM karena penurunan kepatuhan
pelaku usaha obat tradisional yang ditunjukkan dengan menurunnya
persentase sarana produksi obat tradisional yang memenuhi ketentuan.
Penurunan persentase cakupan sarana distribusi obat dan obat tradisional
yang diawasi juga memberikan konstribusi penurunan indeks. Penurunan
cakupan sarana distribusi obat dan obat tradisional yang diawasi bertujuan
untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pengawasan sarana distribusi obat

tradisional.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Nilai indeks POM dipengaruhi oleh semua kegiatan pengawasan Balai Besar
POM di Jakarta, mencakup pengujian obat dan makanan, pemeriksaan sarana
produksi dan distribusi obat dan makanan, serta rekomendasi tindak lanjut
pengawasan, penyidikan obat dan makanan, sertifikasi sarana, dan bimbingan

teknis kepada pelaku usaha.

e . j . vﬂ%‘% a
T

ai Besar POM di Jakarta Tahun 2019




Tabel 8. Capaian kegiatan yang menunjang IPOM tahun 2018

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI % CAPAIAN

Pengujian Laboratorium Sampel

Jumlah sampel

Obat dan Makanan yang diperiksa 81 019 LS
Audit sarana dalam rangka |Jumlah sarana

Sertifikasi, Labelisasi Halal, dan | yang diaudit 338 341 100.89
Surveilan dan dibina

Pengawasan Sarana Produksi Jumlah sarana

Obat, Obat Tradisional, .

Kosmetika, NAPZA, Prekursor, girogrtijés;yang < Slek) 120
Makanan dan Bahan Berbahaya P

Pengawasan Sarana Distribusi Jumlah sarana

Obat, =~ Obat ~ Tradisional, |y i vang 1547 1874 121.14

Kosmetika, NAPZA, Prekursor,

Makanan dan Bahan Berbahaya diperiksa

Jumlah perkara
di bidang obat 20 16 80
dan makanan

Penyidikan obat dan makanan

Pengukuran kepuasan

Nilai - 66.88
masyarakat

Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 8 di atas, sebagian besar kegiatan sudah dilaksanakan

melebihi target. Capaian jumlah sampel yang diuji melebihi target karena:

e Terjadi perubahan metode sampling menjadi metode acak pada beberapa
komoditi antara lain obat dan obat tradisional menyebabkan ketersediaan
sampel di pasaran tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada
proses pengambilan sampel.

e Beberapa obat dan bentuk sediaan pada prioritas sampling sudah tidak
diproduksi dan tidak ditemukan di peredaran.

e Kebutuhan sarana prasarana pengujian seperti metode analisis, alat
laboratorium, suku cadang alat laboratorium (high technology), reagensia
dan media mikrobiologi, serta alat gelas (glassware) untuk pengujian belum
sepenuhnya tercapai.

e Pemenuhan ruang lingkup pengujian dan pelaksanaan verifikasi metode
analisa menyebabkan jumlah sampel yang diuji lebih besar dari target yang
ditetapkan.
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2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019

Tabel 9. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2019

CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %) KRITERIA
0

Persentase Obat yang Memenubhi

Syarat di Provinsi DKI Jakarta

Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta diperoleh
dengan rumus:
% Obat MS = 100% - %Obat TMS
% Obat TMS = (sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa
atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x
100%
Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta
tahun 2019 belum mencapai target yaitu 86,78 % dengan kriteria “cukup”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018-2016
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Gambar 9. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat
yang Memenuhi Syarat Tahun 2016-2019

Perbandingan realisasi dan capaian persentase obat yang memenuhi syarat
di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 menurun dari tahun 2018 karena adanya

perubahan dalam alur pemeriksaan obat yang dimulai dari sampling hingga




pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis obat yang diuji petik

dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis obat yang beredar di
Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup
hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor
izin edar (NIE)/ produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan
label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Balai lain yang

sejenis/setara
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Gambar 10. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang MS Tahun

2019 dengan Balai Lain

Berdasarkan Gambar 10 diketahui bahwa realisasi indikator persentase obat
yang memenuhi syarat hanya di Balai Besar POM di Padang berada di atas
target nasional 94%, sedangkan 3 Balai lainnya mempunyai realisasi di bawah

target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada tahun 2019 belum mencapai
target yang ditetapkan, karena ternyata di peredaran banyak obat yang tidak
memenuhi ketentuan penandaan, jumlahnya melebihi perkiraan. Sampling
dilakukan secara acak, mewakili keseluruhan jenis Obat yang beredar di
Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup

hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor
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izin edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan
label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak. Pada sampel obat
yang diperiksa tahun 2019 diperoleh 901 sampel, dengan 1 sampel tidak
memenuhi syarat (TMS) pengujian tidak memenuhi ketentuan (TMK)
penandaan, 1 sampel TMS pengujian dan memenuhi ketentuan (MK)
penandaan, 164 sampel TMK penandaan label dan MS pengujian, sedangkan
yang MS pengujian dan MK penandaan 735 sampel. Sampel tidak memenuhi
ketentuan penandaan yang berlaku adalah sampel tidak melampirkan brosur
dan kelengkapan informasinya. Dengan demikian diperlukan pembinaan baik
berupa peringatan maupun bimbingan agar produsen obat mau mematuhi

ketentuan penandaan label pada produk obat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja

Beberapa hal yang mendukung capaian obat yang memenuhi syarat, antara

lain :

« Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada
industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat yang
Baik (CPOB), sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar
termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri farmasi
melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CPOB maka industri
farmasi wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan
dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin
obat yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun
kesesuaian dengan dokumen registrasi.

o Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM
seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMK penandaan produksi
Industri Farmasi di luar DKI Jakarta.

« Telah dilakukan audit sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik pada 107
PBF, sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan
CDOB yang ditetapkan secara maksimal.

o Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi
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dengan peningkatan kompetensi personel dengan demikian cakupan

temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas.

e Peningkatan kompetensi personel pengujian dan adanya penambahan
instrument/alat yang dibutuhkan sebanyak 52 unit sehingga mampu
melakukan pengujian dengan parameter yang lebih banyak secara
optimal.

e Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat
kepada masyarakat sebanyak 500 orang penduduk Kota Jakarta Selatan

dan 500 orang penduduk Kota Jakarta Pusat

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja
periode sebelumnya

Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja periode 2015-2017, telah
dilakukan proses reviu indikator kinerja utama (IKU) persentase obat yang
memenuhi syarat. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan dalam alur
pemeriksaan obat yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling
dilakukan tidak hanya sebatas jenis obat yang diuji petik dalam pengawasan,
tetapi mencakup keseluruhan jenis obat yang beredar dan menjadi
kewenangan pengawasan Balai Besar POM di Jakarta. Ruang lingkup
indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga
mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/ produk ilegal
termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk

kedaluwarsa, dan produk rusak.

3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019

Tabel 10. Realisasi Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat
Tahun 2019

CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %) KRITERIA
()

Persentase Obat Tradisional
yang Memenuhi Syarat di
Provinsi DKI Jakarta

sar POM di Jakarta Tahun 2019
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Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta

diperoleh dengan rumus:

%Obat Tradisional MS = 100% - %Obat Tradisional TMS
% Obat Tradisional TMS = (sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau
TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan)
dibagi total sampling x 100%
Capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi DKI
Jakarta 2019 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 157.26%
dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018-2016
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Gambar 11. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat

Tradisional yang Memenuhi Syarat

Perbandingan realisasi dan capaian persentase obat tradisional yang
memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dengan tahun 2018
mengalami kenaikan. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis obat
tradisional yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan
jenis obat tradisional yang beredar di Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup
indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga
mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/ produk ilegal
termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk

kedaluwarsa, dan produk rusak.
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c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Balai lain yang

sejenis/setara

Gambar 12. Perbandingan Realisasi persentase obat tradisional yang
MS tahun 2019 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator persentase
obat tradisional yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Jakarta dan 3
balai lainnya yang setara berada di atas target nasional 60%. Balai Besar
POM di Jakarta mempunyai realisasi yang paling tinggi dibandingkan 3 balai

lainnya yang setara.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Realisasi persentase obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2019
sudah melebihi target sehingga tidak dapat disimpulkan. Hal ini disebabkan
penurunan target pada tahun 2019 menjadi 60% karena adanya perubahan
alur pemeriksaan obat tradisional yang dimulai dari sampling hingga pengujian.
Sampling dilakukan secara acak, mewakili keseluruhan jenis obat tradisional
yang beredar di Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup indikator tersebut tidak
hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak
memiliki nomor izin edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi

ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.
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Pada tahun 2018, perubahan alur pemeriksaan obat tradisional yang dimulai
dari sampling hingga pengujian baru dilakukan seiring dengan Reviu Renstra
yang dilakukan pada Bulan September 2018. Sehingga hasil pemeriksaan
belum utuh selama satu tahun menggunakan alur pemeriksaan baru. Dari 496
sampel obat tradisional yang diperiksa sebanyak 11 sampel TMS pengujian
dan MK penandaan, 5 sampel MS pengujian dan TMK penandaan (tidak
memenuhi persyaratan penandaan label antara lain tidak mencantumkan
kode produksi, netto, kadaluarsa), 464 sampel MS pengujian dan MK
penandaan, 10 sampel TMS pengujian dan TMK penandaan serta 2 sampel
tanpa izin edar. Meskipun persentase obat tradisional yang memenuhi syarat
sudah mencapai target, masih diperlukan pembinaan baik berupa peringatan
maupun bimbingan agar produsen obat tradisional bersedia mematuhi

ketentuan penandaan label pada produk obat tradisional.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja
periode sebelumnya

o Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap 7 sarana produksi obat
tradisional untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan
yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional
yang Baik (CPOTB), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga
produk obat tradisional yang dihasilkan memenuhi standar baik secara
kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

o Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam
melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan
dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman

« Pengembangan metode analisa yang menyesuaikan dengan tren produk

beredar.
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4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019

Tabel 11. Realisasi Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2019

CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) KRITERIA
0
Persentase Kosmetik yang

Memenuhi Syarat di Provinsi DKI

Jakarta

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakart
dengan rumus:
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat = (Jumlah Kosmetik yang
memenuhi syarat pada tahun berjalan dibagi Total Kosmetik yang diuji dengan
parameter Kritis pada tahun berjalan (n)) x 100%
Capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta
tahun 2019 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 107,61 % dengan
kriteria “sangat baik”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018-2016
Realisasi dan capaian presentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi
DKI Jakarta tahun 2019 dengan tahun sebelumnya menunjukkan ada sedikit
penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Presentase Kosmetik
yang MS Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya
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c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Balai lain yang sejenis/setara
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Gambar 14. Perbandingan Realisasi Persentase Kosmetik yang MS

Tahun 2019 dengan Balai Lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator persentase
kosmetik yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Jakarta dan 3 balai
lain yang setara berada di atas target nasional 80-85%

. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2019 telah berhasil
melebihi target yang ditetapkan. Dari 992 sampel kosmetik yang diperiksa,
sebanyak 4 sampel TMS pengujian dan TMK penandaan, 128 sampel MS
pengujian dan TMK penandaan, 854 MS pengujian dan MK penandaan serta
6 sampel tanpa izin edar. Sampel kosmetik yang diuji Balai Besar POM di
Jakarta berasal dari hasil sampling Balai Besar POM di Jakarta dan Direktorat
Pengawasan Kosmetik (sebanyak 5% dari total sampel). Dari 4 sampel yang
TMS Penguijian, 1 sampel (25%) berasal dari Direktorat Pengawasan Kosmetik
dan 3 sampel (75%) dari sampling Balai.

Untuk tahun 2018, pemeriksaan sampel kosmetik tidak memperhitungkan
penandaan label, sampel tanpa ijin edar, kadaluarsa dan rusak. Perubahan
cara pengukuran pemeriksaan sampel kosmetik diterapkan sepenuhnya pada
tahun 2019, sehingga target sampel kosmetik yang memenuhi syarat menurun

di tahun 2019 dari 92% menjadi 80%. Persentase kosmetik yang memenuhi
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syarat di tahun 2019 menunjukkan sedikit penurunan dibanding tahun
sebelumnya karena perubahan cara pengukuran capaian tersebut, namun
masih melebihi target yang ditetapkan, sementara temuan kosmetik illegal di
Provinsi DKI Jakarta cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kosmetik yang
tersampling mungkin belum sepenuhnya mewakili populasi kosmetik yang
beredar di Provinsi DKI Jakarta, diperlukan teknik sampling acak yang lebih

representatif.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target

persentase kosmetik yang memenuhi syarat, antara lain:

* Pengawasan terhadap 56 sarana produksi kosmetika, dan 263 sarana
distribusi kosmetika, serta evaluasi DIP (Dokumen Informasi Produk)
yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan
penerapan CPKB semakin baik, sehingga dapat meningkatkan
prosentase kosmetika yang memenuhi standar.

* Peningkatan koordinasi dengan Badan POM terkait hasil produk
kosmetik TMS penguijian.

+ Pemberantasan kosmetik ilegal di Pusat Grosir Asemka. Penindakan
yang dilakukan merupakan pengembangan informasi dari investigasi
awal sebelumnya, diperolehnya bukti permulaan yang cukup serta diduga
telah terjadi tindak pidana kosmetik ilegal. Dari hasil penindakan,
dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa kosmetik tanpa izin
edar (TIE), dengan jumlah item produk kurang lebih 15 item Kosmetik TIE
per gudang/sarana, dan perkiraan total nilai keekonomian mencapai 120
Juta Rupiah. Pelaku diduga melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1)
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “setiap orang
dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang

tidak memiliki izin edar berupa kosmetik tidak memiliki izin edar / tidak

ternotifikasi.”
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* Penyebaran informasi melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk
show, media masa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan
dan pemilihan kosmetika yang aman dan bermutu kepada masyarakat
sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih kosmetika.

» Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang Keamanan
Produk kosmetik yang dihadiri oleh 500 orang perwakilan masyarakat di

Jakarta Timur, dan 500 orang peserta di Jakarta Pusat.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja
periode sebelumnya
Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja periode 2015-2017, telah
dilakukan proses reviu indikator kinerja utama (IKU) persentase kosmetik yang
memenuhi syarat. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan dalam alur
pemeriksaan kosmetik yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling
dilakukan tidak hanya sebatas jenis kosmetik yang diuji petik dalam
pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis kosmetik yang beredar dan
menjadi kewenangan pengawasan Balai Besar POM di Jakarta. Ruang lingkup
indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga
mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/ produk illegal
termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk
kedaluwarsa, dan produk rusak. Namun, perubahan ini berlaku mulai tahun
2019

5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019
Tabel 12. Realisasi Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Tahun 2019

CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI KRITERIA

(%)

Persentase Suplemen Kesehatan yang
Memenuhi Syarat di Provinsi DKI 87 99,39 114,25
Jakarta
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Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi DKI
Jakarta diperoleh dengan rumus:
%Suplemen Kesehatan MS = 100% - %Suplemen Kesehatan TMS
% Suplemen Kesehatan TMS = (sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal
atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK
label/penandaan) dibagi total sampling x 100%
Capaian persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi
DKI Jakarta tahun 2019 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 114,25%

dengan kriteria “sangat baik”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018-2016
Perbandingan capaian persentase suplemen kesehatan yang memenuhi
syarat di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dengan tahun 2018-2016 cenderung
mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh karena sampling dilakukan
tidak hanya sebatas jenis suplemen kesehatan yang diuji petik dalam
pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis suplemen kesehatan yang
beredar di Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya
mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak
memiliki nomor izin edar (NIE)/ produk ilegal termasuk palsu, tidak memenubhi

ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.
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Gambar 15. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase
Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat
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d.

BT

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Balai lain yang

sejenis/setara

Gambar 16. Perbandingan Realisasi Persentase Suplemen Kesehatan

yang MS Tahun 2019 dengan Balai Lain

Berdasarkan Gambar 16 tersebut diketahui bahwa realisasi indikator
persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM
di Jakarta dan 3 balai lain yang setara berada di atas target nasional 87%.
Balai Besar POM di Jakarta mempunyai realisasi yang paling tinggi

dibandingkan 3 balai lainnya yang setara.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari 165 sampel suplemen kesehatan yang diperiksa 1 sampel MS pengujian
dan TMK penandaan, 164 MS pengujian dan MK penandaan. Realisasi
persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2019
adalah 99,39 %. Realisasi ini melebihi target yang direncanakan (87%) karena
kualitas produk suplemen kesehatan yang beredar di provinsi DKI Jakarta
sudah baik karena fasilitas produksi yang digunakan adalah fasilitas bersama
obat yang berpedoman pada CPOB. Faktor pendukung lainnya adalah karena
Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat produksi berbagai produk obat dan
makanan, termasuk suplemen kesehatan, sehingga produk yang disampling
belum mengalami proses distribusi yang panjang sehingga kualitasnya masih
cukup baik.
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e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase

suplemen kesehatan yang memenuhi syarat antara lain:

+ Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi suplemen kesehatan sesuai
dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM.

» Penyebaran informasi melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk
show, media masa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan dan
pemilihan kosmetika yang aman dan bermutu kepada masyarakat sehingga
masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih suplemen kesehatan.

* Peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengujian melalui pelatihan
internal akan berpengaruh dalam peningkatan kualitas sampling suplemen
kesehatan dan hasil pengujian sampel suplemen kesehatan yang
disampling.

+ Adanya peraturan perundangan yang lebih tegas terkait pengawasan

produk Suplemen Kesehatan.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja
periode sebelumnya
Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja periode 2015-2017, telah
dilakukan proses reviu indikator kinerja utama (IKU) persentase suplemen
kesehatan yang memenuhi syarat. Perubahan yang dilakukan adalah
perubahan dalam alur pemeriksaan suplemen kesehatan yang dimulai dari
sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis
suplemen kesehatan yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup
keseluruhan jenis suplemen kesehatan yang beredar dan menjadi
kewenangan pengawasan Balai Besar POM di Jakarta. Ruang lingkup
indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga
mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/ produk indikator

termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk

kedaluwarsa, dan produk rusak.
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6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019

Tabel 13. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2019

CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %) KRITERIA
0
Persentase Makanan yang
: . o Sangat
Memenuhi Syarat di Provinsi DKI 71 78,57 110,66 o
ai
Jakarta

Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta diperoleh
dengan rumus :
Persentase Makanan yang memenuhi syarat = (Makanan yang MS pada tahun
berjalan pada tahun berjalan dibagi Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji
dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)) x 100%
Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta
tahun 2019 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 110,66% dengan
kriteria “sangat baik”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018-2016
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Gambar 17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan
yang MS Tahun 2016-2019

Perbandingan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi
DKI Jakarta tahun 2019 dengan tahun 2018-2016 mengalami kenaikan karena
perubahan target menjadi 71%. Hal ini didukung juga oleh sampling yang

dilakukan tidak hanya sebatas jenis makanan yang diuji petik dalam
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pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis makanan yang beredar di
Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup
hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor
izin edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa, dan produk

rusak.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Balai lain yang sejenis/setara
Berdasarkan Gambar 18 diketahui bahwa realisasi indikator persentase
makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Jakarta dan Balai
Besar POM di Manado di atas target nasional sedangkan Balai Besar POM di

Padang dan Balai Besar POM di Bandar Lampung berada di bawah target

nasional.
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[ Persentase Makanan yang MS Target Nasional

Gambar 18. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang MS

Tahun 2019 dengan Balai Lain

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2019
berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari 1022 sampel yang
diperiksa, sebanyak 92 sampel TMS pengujian dan MK, 33 sampel TMS
pengujian dan TMK penandaan, 45 sampel MS pengujian dan TMK
penandaan, 803 sampel MS pengujian dan MK penandaan serta 49 sampel
tanpa ijin edar. Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan, tetapi cukup
banyak produk makanan di Provinsi DKI Jakarta yang tidak memenuhi syarat.
Dengan demikian target yang ditetapkan mungkin perlu ditinjau kembali

karena terlalu rendah. Oleh karena itu, pembinaan kepada produsen tetap
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perlu dilakukan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab produsen dalam
menjamin kualitas produk dan kepatuhan produsen dalam memenuhi Cara

Produksi Pangan yang Baik.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian kinerja

Keberhasilan capaian target indikator tahun 2019 antara lain disebabkan oleh:

= Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan pre-market dan post-
market terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD berakibat
pada meningkatnya tingkat kepatuhan produsen dalam memenuhi
persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu
pangan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan
memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat. Kegiatan yang
dilaksanakan antara lain Desk CAPA untuk Percepatan Perizinan Pelaku
Usaha Obat dan Makanan, Fasilitasi Teknologi Tepat Guna Bagi UMKM
yang Hasil Uji Mutu dan Keamanan TMS untuk Percepatan Perizinan.
Fasilitasi UMKM menuju pengajuan izin edar BPOM (MD) sebanyak 22
(dua puluh dua) UMKM. BBPOM di Jakarta telah berhasil memfasilitasi
PSB sebanyak 12 sarana, sarana yang telah mengajukan e-registration
sebanyak 3 sarana, dan sarana yang telah mendapatkan izin edar
sebanyak 2 sarana.

= Penerapan sanksi administrasi maupun pro justitia pada sarana produksi
dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan. Balai
Besar POM di Jakarta bersama dengan Korwas Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) Polda Metro Jaya berhasil mengamankan produk kopi instan
ilegal asal Malaysia yang telah diubah masa kedaluarsanya di wilayah
Jakarta Selatan.

= Peningkatan kompetensi personel pengujian sehingga dapat menguiji lebih
banyak parameter uji.

= Sosialisasi kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar
Pangan Aman dilakukan pada saat Car Free Day di Jakarta di lokasi CFD
Jakarta Selatan dan di lokasi CFD Jakarta Pusat dengan melibatkan

undangan dari lintas sektor dan pengunjung Car Free Day.
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= KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan
Kemasan Pangan Yang Digunakan kepada 500 orang wakil penduduk
Jakarta Timur dan 500 orang penduduk Jakarta Pusat.

= Kegiatan lain yang dilakukan meliputi Operasional Mobil Laboratorium
Keliling ke sekolah dan pengujian cepat sampel makanan pada Hari Bebas

Kendaraan Bermotor.

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja
periode sebelumnya

Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja periode 2015-2017, telah
dilakukan proses reviu indikator kinerja utama (IKU) persentase makanan yang
memenuhi syarat. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan dalam alur
pemeriksaan makanan yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling
dilakukan tidak hanya sebatas jenis makanan yang diuji petik dalam
pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis makanan yang beredar dan
menjadi kewenangan pengawasan Balai Besar POM di Jakarta. Ruang lingkup
indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga
mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/produk ilegal

termasuk palsu, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.

Dari pencapaian 6 target indikator pada sasaran strategis 1, maka
dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-
rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan

bobotnya.
NPS=NPI1+NPI2+NPI3+NPI4+NPI5+NPI6

6
NPS = 100,70% + 86,78% + 157,26% + 114.25% + 107.61% + 112.04%
6
NPS = 113,11%

Dengan Nilai NPS di atas 100%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil
mencapai sasaran mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan

bermutu di Provinsi DKI Jakarta.
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Sasaran Strategis 2
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran
masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan
Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

7. Indeks Kepatuhan (Compliance Index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019
Tabel 14. Realisasi Indeks Kepatuhan (Compliance Index) pelaku usaha di
bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun
2019

Indeks kepatuhan (compliance

index) pelaku usaha di bidang

Obat dan Makanan di wilayah
kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan
Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analitycal Hierarchy
Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks

ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1.

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan
berbagai aktivitas yang bersifat profit/nonprofit sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan
Makanan. Pelaku usaha obat dan makanan yang dihitung mencakup
produsen, distributor, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi,
pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan

obat dan makanan.
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Variabel penyusun indeks antara lain:

1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi
ketentuan (Good Manufacturing Practices).

2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi
ketentuan (Good Distribution Practices).

3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan

prekusor yang memenuhi ketentuan.

Capaian Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat
dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah melebihi
target yang ditetapkan yaitu 134.91% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”
karena di atas 120%. Namun demikian, dapat diketahui bahwa pembinaan
yang dilakukan Balai Besar POM di Jakarta kepada pelaku usaha telah
berhasil meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018

150
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U 82,3
0
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[ Realisasi Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha

=== Persentase Capaian

Gambar 19. Perbandingan Realisasi Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha
Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan
Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta merupakan indikator
yang baru diukur tahun 2018 berdasarkan Revisi Renstra 2015-2019 OTK
baru. Berdasarkan Gambar 19 diketahui bahwa realisasi indikator indeks
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kepatuhan pelaku usaha di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
cenderung meningkat dibandingkan tahun 2018.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Balai lain yang

sejenis/setara
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Gambar 20. Perbandingan Indeks kepatuhan (Compliance Index) pelaku
Usaha di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di
Jakarta Tahun 2019 dengan Balai Lain

Berdasarkan Gambar 20 diketahui bahwa realisasi Indeks kepatuhan
(compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja
Balai Besar Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Padang, Balai
Besar POM di Bandar Lampung dan Balai Besar POM di Manado di atas target
nasional. Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil mendapat nilai indeks

kepatuhan pelaku usaha nomor 4 tertinggi secara nasional di tahun 2019.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

e Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang nilai indeks
kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan adalah:

e Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance) telah dilakukan
kepada 7 pelaku usaha obat tradisional, 56 pelaku usaha kosmetik, 91
pengusaha pangan pada saat petugas Balai Besar POM di Jakarta
melakukan audit dalam rangka rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB

untuk penerbitan surat ijin UKOT agar memenuhi persyaratan yang

>
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berlaku, pemenuhan aspek CPKB, rekomendasi pendaftaran produk
pangan agar memenuhi persyaratan yang berlaku.

e Pembinaan penerapan CPPOB secara bertahap kepada UMKM di Bidang
Pangan oleh petugas Balai Besar POM di Jakarta telah dengan
menyelenggarakan Bimbingan Teknis Cara Pengolahan Pangan yang Baik
di DKI Jakarta. Melalui pendampingan secara berkesinambungan,
diharapkan UMKM Pangan tersebut dapat menerapkan aspek-aspek
CPPOB secara bertahap.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja
periode sebelumnya
Pada tahun 2018 telah dilakukan reviu Renstra 2015-2019 seiring dengan
terbentuknya OTK baru di Balai Besar POM di Jakarta. Pada Renstra
sebelumnya belum ada indikator yang tepat untuk mengukur kepatuhan pelaku
usaha sesuai dengan misi kedua Balai Besar POM di Jakarta yaitu
“‘Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan
jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan
pemangku kepentingan”. Setelah dilakukan reviu pada Renstra, didapatkan
indikator baru yaitu indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan
Makanan yang dianggap dapat mengukur kinerja Balai Besar POM di Jakarta

dalam meningkatkan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

8. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan di

wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019
Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah sejauh mana
pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan
Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat
dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku
masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan
yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki I1zin edar dan
produk yang tidak Kadaluarsa. Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat

kesadaran masyarakat secara nasional berdasarkan 3 (tiga) Indikator
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Pengetahuan, Sikap dan Perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas
diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap obat
dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta. Capaian indeks ini
sudah melebihi target nasional yang ditetapkan yaitu 109.67% dengan kriteria
“baik”.

Tabel 15. Realisasi indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap

obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2019

CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %) KRITERIA
()

Indeks kesadaran masyarakat

(awareness index) terhadap Obat
dan Makanan aman di wilayah
kerja Balai Besar POM di Jakarta

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018/2017
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah
kerja Balai Besar POM di Jakarta merupakan indikator yang baru diukur tahun
2018 berdasarkan Revisi Renstra 2015-2019 OTK baru, sehingga realisasi
dan capaian tahun 2019 belum bisa dibandingkan dengan tahun 2018.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Balai lain yang

sejenis/setara
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Gambar 21. Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness
index) terhadap Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di
Jakarta Tahun 2019 dengan Balai Lain

V"?@._g
- £ 81
F 'S
s = - 1




e

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi Indeks kesadaran
masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan di wilayah kerja
Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di

Bandar Lampung dan Balai Besar POM di Manado di atas target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat secara
nasional berdasarkan 3 (tiga) Indikator (Pengetahuan, Sikap dan Perilaku)
terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran
Masyarakat 68,78. Dengan rincian : Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat
75,06 (baik), Nilai Indeks Sikap Masyarakat 75,08 (baik) dan Nilai Indeks
Perilaku Masyarakat 56,20 (kurang baik). Secara umum Nilai Indeks
Pengetahuan Masyarakat dan Sikap Masyarakat sudah cukup baik namun
tidak diikuti oleh Perilaku Masyarakat terutama dalam mencermati Nomor ljin
Edar (tidak baik).
Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang nilai Indeks
pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman antara lain
adalah memperbanyak kegiatan KIE dan penyebaran informasi kepada

masyarakat.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja
periode sebelumnya
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan

aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta merupakan indikator yang
baru diukur tahun 2019 berdasarkan Revisi Renstra 2015-2019 OTK baru,
sehingga realisasi dan capaian tahun 2019 belum bisa dibandingkan dengan
tahun 2018.
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Dari pencapaian 2 target indikator pada sasaran strategis 2,
maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS)

sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI)
dikalikan dengan bobotnya.
NPS_=NPI 1+ NPI 2
2
NPS = 134.91% + 109.67%
p)
NPS = 122.29%

Balai Besar POM di Jakarta berhasil meningkatkan meningkatkan
kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan,

manfaat mutu obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta.

Sasaran Strategls 3
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

9. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah
kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019
Tabel 16. Realisasi Indeks pengetahuan obat dan makanan aman di wilayah

kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2019

CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %) KRITERIA
0
Indeks pengetahuan masyarakat
terhadap Obat dan Makanan
aman di wilayah kerja Balai Besar

POM di Jakarta




Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah

kerja Balai Besar POM di Jakarta adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil
survei terhadap pelaksanaan KIE yang telah dilakukan Balai Besar POM di
Jakarta.

Survei yang dilakukan bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan
dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan
Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta
mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga
sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap
pemahaman masyarakat.

Capaian Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah melebihi target yang
ditetapkan yaitu 124.16% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”. Namun
demikian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan KIE Balai Besar POM di Jakarta
telah berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan

Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018/2017
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah
kerja Balai Besar POM di Jakarta merupakan indikator yang baru diukur tahun
2018 berdasarkan Revisi Renstra 2015-2019 OTK baru.

Gambar 22. Perbandingan Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap
Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun
2019 dan Tahun 2018
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Berdasarkan Gambar 22 diketahui bahwa realisasi Indeks pengetahuan
masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar
POM di Jakarta di tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Hal ini
menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil meningkatkan
pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan dengan kegiatan-
kegiatan yang telah dilakukan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan Balai lain yang

sejenis/setara
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Gambar 23. Perbandingan Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap
Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta dengan

Balai Lain

Berdasarkan Gambar 23 diketahui bahwa realisasi Indeks pengetahuan
masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar
POM di Jakarta sudah mencapai target nasional. Realisasi kinerja Balai

Besar POM di Manado paling tinggi di antara balai yang diperbandingkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta hingga
mendapatkan nilai Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan

Makanan aman sebesar 72.38, antara lain:
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+ Dilakukan Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang
Pemberantasan Obat llegal, Kemanan Obat Tradisional, Keamanan
Produk Kosmetik, Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan
secara bersama-sama tokoh masyarakat dan lintas sektor terkait di wilayah
DKI Jakarta.

+ Dilakukan Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Gerakan
Masyarakat Sadar Pangan Aman melalui Kegiatan Car Free Day di
beberapa lokasi di Jakarta.

+ Dilakukan kegiatan penyebaran informasi mengenai Obat, Obat
Tradisional, Pangan, Suplemen Makanan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya
melalui penyampaian lklan Layanan Masyarakat melalui spanduk, Media
Sosial Instagram dan talkshow di media elektronik.

+ Dilakukan penyebaran informasi dengan memberikan media edukasi
dalam bentuk leaflet, brosur tentang Obat, Obat Tradisional, Pangan,
Suplemen Makanan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya di setiap pertemuan
yang dilakukan oleh Balai Besar POM Jakarta dan di ruang tunggu
konsultasi bagi konsumen yang melakukan konsultasi maupun pengaduan
langsung.

+ Dilakukan pertemuan dalam rangka kegiatan pengawalan Program
Gerakan Keamanan Pangan Desa dengan penambahan komunitas yang
baru dari setiap desa yang telah dilakukan intervensi di tahun sebelumnya.
Di tahun 2018 ada lima desa (kelurahan) yang diintervensi yaitu Cempaka
Putih Timur, Meruya Utara, Ciracas, Cipete Utara dan Marunda. Di tahun
2019, intervensi tambahan dilaksanakan pada lima kelurahan baru yaitu
Petojo Utara, Sukabumi Selatan, Rawamangun, Gunung dan Sunter Jaya.

+ Kegiatan penyebaran informasi mengenai Obat, Obat Tradisional, Pangan,
Suplemen Makanan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya dilakukan di semua
komunitas dengan batasan umur mulai dari usia Taman Kanak-Kanak
hingga Perguruan Tinggi dengan kegiatan Mobil Laboratorium Keliling,
komunitas yang diberdayakan Ibu PKK, perangkat desa, penjual/kelompok
ritel pangan/ PKL (Pegadang Kreasi Lapangan), Industri Pangan Rumah
Tangga melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa, komunitas
sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA melalui program Intervensi
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Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan komunitas Pasar Aman dari
Bahan Berbahaya.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan adalah kegiatan
layanan publik. Kegiatan tersebut antara lain:

« Sebagai upaya peningkatan keamanan, mutu dan gizi Pangan Jajanan
Anak Sekolah di lingkungan sekolah melalui Operasional Mobil
Laboratorium Keliling ke sekolah. Pemberdayaan komunitas sekolah juga
dilaksanakan untuk memperkuat sistem manajemen keamanan pangan
sekolah, Balai Besar POM melaksanakan Program Intervensi Keamanan
Pangan Jajanan di 5 Kota di DKI Jakarta.

+ Balai Besar POM di Jakarta juga melakukan kegiatan intervensi Pasar
Aman Dari Bahan Berbahaya baik melalui kegiatan penyuluhan pasar,
bimtek petugas pasar dan monitoring evaluasi dari sampel yang dijual di
pasar tersebut yang diduga mengandung bahan berbahaya.
Pembentukan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya terdiri dari delapan
pasar yaitu: Pasar Cibubur, Pasar Koja Baru, Pasar Grogol, Pasar
Karbela, Pasar Tebet Barat, Pasar Johar, Pasar Mayestik, dan Pasar
Senen.

* Penyebaran brosur, banner, poster, pameran dan di tempat-tempat
strategis dan penayangan l|klan Layanan Masyarakat melalui media
televisi dan radio, penyebaran informasi tentang obat dan makanan
melalui media sosial Instagram, Facebook dan Twitter serta upaya
mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan
pengetahuan tentang obat dan makanan.

» Partisipasi Kegiatan KIE yang terdiri dari kegiatan pameran, sosialisasi,
penyuluhan sepanjang tahun 2019 telah terlaksana pada acara lokal dan
nasional sebanyak 56 (lima puluh enam) kegiatan yaitu pada Pekan Raya
Jakarta, Hari Kesehatan Nasional, HUT Badan POM, Hari Pangan
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Sedunia, Hari Bebas Kendaraan Bermotor serta launching aksi nasional
Badan POM

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja
periode sebelumnya

Pada tahun 2018 telah dilakukan reviu Renstra 2015-2019 seiring dengan
terbentuknya OTK baru di Balai Besar POM di Jakarta. Pada Renstra
sebelumnya indikator untuk mengukur peningkatan pengetahuan masyarakat
adalah jumlah layanan publik yang dilakukan. Indikator ini masih belum
menggambarkan tingkat pengetahuan masyarakat sehingga dilakukan reviu
Renstra dan didapatkan indikator baru yaitu Indeks pengetahuan masyarakat
terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
yang dianggap dapat mengukur kinerja Balai Besar POM di Jakarta dalam
meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan di

wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

Sasaran Strategis 4
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
berbasis risiko di Provinsi DKI Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

10. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019

Tabel 17. Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di

provinsi DKI Jakarta tahun 2019

CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %) KRITERIA
()

Persentase pemenuhan pengujian

sesuai standar di Provinsi DKI

Jakarta

"
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Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta
diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar = (Jumlah sampel yang diuji
dengan parameter uji yang tercantum dalam standar dibagi sampel yang harus
diuji) x 100%
Standar yang dipakai adalah parameter uji kriitis (wajib) yang tercantum dalam
Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
Capaian persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI
Jakarta belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 97,81% dengan kriteria
“pbaik”. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengujian
laboratorium Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil memenuhi standar
yang ditetapkan Badan POM.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018
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Gambar 24. Realisasi Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI
Jakarta sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 meningkat, hal ini menunjukkan
bahwa Balai Besar POM di Jakarta berhasil meningkatkan kualitas pengujian
laboratorium untuk selalu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan
POM.
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c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Balai lain yang
sejenis/setara
Berdasarkan Gambar 25 diketahui bahwa realisasi persentase pemenuhan
pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta masih di bawah target
nasional bersama tiga balai lainnya yaitu Balai Besar POM di Padang, Balai
Besar POM di Bandar Lampung dan Balai Besar POM di Manado.
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Gambar 25. Realisasi Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dengan Balai Lain

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Capaian persentase pemenuhan pengujian sesuai standar pada tahun 2019
belum berhasil mencapai target 100%. Dari 3566 sampel yang diujikan di
laboratorium, 3488 sampel diuji dengan parameter uji kritis yang lengkap

sesuai Pedoman Sampling (sesuai standar).
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Tabel 18. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2019

SAMPEL
SAMPEL
N TARGET REALISASI DIUJI REALISASI TARGET CAPAIAN
KOMODITI YANG
(0] SAMPEL SAMPEL S SESUAI (%) (%) (%)
STANDAR
1 Pangan 1020 1022 1022 973 95.21% 100% 95.21%
2 Kosmetik 992 992 986 986 100% 100% 100%
Obat
3 o 496 496 494 479 96.96% 100% 96.96%
Tradisional
Suplemen
4 165 165 165 153 92.73% 100% 92.73%
Kesehatan
5 Obat 901 901 899 897 99.78% 100% 99.78%
JUMLAH 97.81%

Balai Besar POM di Jakarta belum berhasil mencapai pemenuhan parameter
pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan Badan POM dibuktikan
dengan pencapaian 97.81% di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena:

e Beberapa baku pembanding tidak dapat diadakan karena vendor
mengalami kesulitan dalam proses impornya (a.l. Ergotamin tartrat dan
deksametason natrium fosfat untuk pengujian sediaan obat).

e Baku pembanding turunan sildenafil terlambat pengadaannya karena
indentnya lama. Hal ini menyebabkan pada semester | tidak dilakukan uiji
identifikasi turunan sildenafil pada obat tradisional stamina pria.

e Penetapan kadar Glukosamin dalam suplemen kesehatan belum dapat
dilakukan karena belum berhasil diverifikasi dengan hasil yang memenuhi
kriteria. PPPOMN baru selesai melakukan validasi terhadap metode
penggantinya di akhir tahun 2019, sehingga Balai Besar POM Jakarta baru
akan melakukan verifikasi metode tersebut di tahun 2020.

e GF-AAS (Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometer) di
laboratorium Pangan sempat mengalami kerusakan agak lama sehingga
uji Arsen pada kopi tidak dapat dilakukan.

e GC (Gas Chromatography) di laboratorium Pangan juga pernah mengalami

kerusakan sehingga pengujian Propionat pada keik tidak dilakukan.
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e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk

meningkatkan capaian kinerja adalah:

e menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil
pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk
meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.

e mengikuti Program Uji Profisiensi 12 kali, Uji Kolaborasi Metode Analisa 5
kali, dan Uji Kolaborasi Baku Pembanding 3 kali, Uji Banding antar
Laboratorium Mikrobiologi Badan POM 2 kali, semuanya merupakan
program evaluasi kinerja laboratorium kalibrasi/pengujian terhadap kriteria
yang telah ditetapkan sesuai kompetensinya, baik dari provider internal
(P3OMN Badan POM RI) maupun dari eksternal (KAN-BSN).

e melakukan Verifikasi Metode Analisa yang bertujuan untuk membuktikan
bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan
dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 60 metode.

e Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap
tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil
pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan
untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan
spesefikasinya.

e Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang
merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium
dalam melakukan kegiatan pengujian.

e Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara

maksimal.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja
periode sebelumnya
Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya adalah,
telah dilakukan dengan meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu
ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten.
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Kendala operasional laboratorium tahun 2019, adalah terbatasnya anggaran

pemeliharaan alat laboratorium sehingga perlu adanya penataan ulang
program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor)

sehingga ada jaminan alat dapat bekerja sesuai fungsinya.

11. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di

wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019

Tabel 19. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang

memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2019

CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %) KRITERIA

Persentase sarana produksi Obat dan
Makanan yang memenuhi ketentuan di
wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di
wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai

berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :
(Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi
target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan

berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat, bahan baku
obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas
radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit), IOT, UKOT, UMOT,
Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari
memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan
major atau level B (produksi pangan) pada saat dilakukan pemeriksaan dan

tindaklanjutnya berupa perbaikan.
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Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi

ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta belum mencapai target
yang ditetapkan yaitu 99,19% dengan kriteria “baik”. Oleh karena itu, dapat
dinyatakan bahwa sebanyak 41,46% sarana produksi obat dan makanan di
wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil memenuhi persyaratan
produksi yang ditetapkan Badan POM.

Sarana produksi di wilayah DKI Jakarta baru memenuhi Ketentuan sebanyak
41,46%. Hal ini disebabkan karena masih ditemukan beberapa temuan yang
kategori kritis dan mayor di sarana produksi. Temuan TMK ini banyak terdapat
pada UMKM. Belum adanya pembedaan kriteria penilaian sarana produksi
untuk UMKM menjadi salah satu penyebabnya. Beberapa UMKM sulit untuk
memenuhi Cara Produksi yang baik karena keterbatasan pada ruang produksi

dan kurangnya komitmen dari pelaku usaha.

. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018

Gambar 26. Perbandingan persentase realisasi dan capaian sarana produksi

Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Penetapan definisi operasional baru sesuai Reviu Renstra 2015-2019 tentang
kriteria memenuhi ketentuan pada pemeriksaan sarana produksi obat dan
makanan menyebabkan capaian tahun 2019 lebih rendah dibandingkan
tahun 2018. Pada tahun sebelumnya realisasi persentase sarana memenuhi
ketentuan cukup banyak dan menurun pada tahun 2019 karena meningkatnya
target yang ditetapkan. Selain itu penyebab menurunnya persentase sarana

yang memenuhi ketentuan dibandingkan tahun lalu karena sasarana
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pemeriksaan tahun 2019 lebih banyak kepada UMKM. UMKM dalam hal ini
adalah Industri Rumah Tangga Pangan. Capaian pemeriksaan Industri Rumah

Tangga Pangan meningkat dari tahun lalu.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Balai lain yang

sejenis/setara
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Gambar 27. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan
yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta
Tahun 2019 dengan Balai Lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase sarana
produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai
Besar POM di Jakarta belum mencapai target nasional sama dengan Balai
Besar POM di Bandar Lampung. Balai Besar POM di Manado memiliki
realisasi tertinggi di atas target nasional dibandingkan 3 balai lainnya yang
setara.

Belum mencapai target Nasional dan capaian lebih rendah dari Balai Besar
POM Padang dan Menado disebabkan target pemeriksaan sarana produksi
Balai Besar POM di Jakarta lebih besar jika dibandingkan dengan 3 Balai
lainnya sehingga faktor jumlah yang banyak diperiksa akan menurunkan yang
memenuhi ketentuan. Untuk Balai Besar POM Lampung capaian pemeriksaan
sarana produksi lebih rendah bias disebabkan oleh target pemeriksaan lebih
banyak UMKM terutama Industri Rumah Tangga Pangan yang sangat sulit

memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
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d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
sebesar 41.46% belum mencapai target yang ditentukan. Hasil pemeriksaan

sarana produksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 20. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

SARANA JUMLAH SARANA YANG niasll
PRODUKSI DIPERIKSA PEMERIKSAAN
MK TMK
1. | Industri Farmasi 50 45
Fasilitas Bahan Baku Obat/
Produk Biologi/Sarana
2. | Khusus (Unit  Transfusi 3 3
Darah, Radiofarmaka, Lab
Sel Punca)
3. | Industri Obat Tradisional 7 4
4. | Usaha Kecil Otrad 44 9
5. | Industri Kosmetik 56 21
6. | Industri Pangan 91 71
7. | IRTP 83 25
TOTAL 334 178 156

Kegagalan pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang

memenuhi ketentuan disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Dari uraian capaian pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian
memenuhi ketentuan yang rendah banyak pada UMKM yaitu Usaha Kecil
Obat Tradisional, Industri Rumah Tangga Pangan.

2. Pemeriksaan sarana produksi UMKM tahun ini lebih banyak dibandingkan
dengan tahun lalu.

3. Rendahnya kemampuan UMKM untuk memenuhi cara produksi yang baik
dan menerapkan cara produksi yang baik pada sarana produksinya

4. Belum adanya pembedaan untuk form pemenuhan Cara Produksi Pangan
Olahan yang baik untuk UMKM Pangan. Standar yang digunakan masih
sama dengan Industri Pangan, sehingga sulit bagi UMKM Pangan yang
MD tersebut untuk memenuhi Persyaratan.

5. Banyaknya sarana Usaha Kecil Obat Tradisional di wilayah DKI Jakarta
yang tidak beroperasi dan tutup. Hal ini disebabkan oleh faktor zonasi yang
ada diprofinsi DKI Jakarta. Sehingga beberapa sarana tidak dapat
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memperpanjang ljin produksi dan ljin Edar karena terkendala berada di
Kawasan perumahan sehingga harus relokasi ke Kawasan Industri.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dalam

mengatasi masih rendahnya sarana yang memenuhi ketentuan adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan Industri
Rumah Tangga Pangan sehingga konsisten dalam penerapan cara
produksi yang baik.

2. Melakukan pertemuan secara intens dengan Dinas Penanaman Modal dan
PTSP untuk menegaskan lagi agar tidak terjadi kesalahan dalam
melakukan pemberian ijin sarana terutama untuk Industri Rumah Tangga
Pangan sehingga yang diberi ljin adalah yang bebnar-benar memenuhi
kriteria sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan, misalnya untuk
produk yang tidak bisa diproduksi oleh Industri rumah tangga pangan
seperti olahan daging, frozen food, minuman untuk tidak dikeluarkan lagi
ijin PIRTnya dan diarahkan untuk mendaftarkan produk ke Badan POM
untuk mendapatkan MD sehingga pengendalian cara produksi yang baik
akan meningkatkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan.

3. Melakukan FGD dengan Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan, Dinas
Penanaman Modal dan PTSP beserta PTSP tingkat kota/kab dan PTSP
kecamatan seluruh wilayah propinsi DKI Jakarta tentang pembinaan dan
perijinan sarana di Jakarta, permasalahan yang ada, solusi pemecahan
masalah serta mencari akar penyebab sehingga bisa diatasi
permasalahan tersebut seperti banyak sarana yang tidak memenuhi
ketentuan karena faktor kesalahan pada pemberian ijin diawal sehingga
sulit untuk dilakukan pembinaan. Hal positif dan intensnya pertemuan
dengan PTSP adalah ketepatan petugas PTSP dalam mengeluarkan ljin
telah menjadi nilai kinerja bagi petugasnya sehingga petugas akan lebih
berhati-hati dalam mengeluarkan ijin sehingga sesuai ketentuan dan rajin
untuk berkomunikasi dengan petugas Balai Besar POM Jakarta dan Dinas
Kesehatan serta Suku Dinas Kesehatan di 6 wilayah provinsi DKI Jakarta.

4. Melakukan advokasi terkait Usaha Kecil dan Usaha Mikro Obat Tradisional
agar bisa dikeluarkan IUMK di Kawasan perumahan sehingga tetap bisa
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berproduksi di Kawasan perumahan dan tidak harus relokasi ke Kawasan
Industri. Sebelumnya di wilayah DKI Jakarta UKOT dan UMOT tidak bisa
keluar ijinnya karena sediaan farmasi berupa obat tradisional tidak bisa
keluar IUMK. Karena intensnya advokasi dan komunikasi serta pertemuan
dengan PTSP hingga keluar kebijakan bahawa UKOT dan UMOT bisa
memperoleh IUMK sehingga tidak harus relokasi. Dengan kepastian ijin
yang bisa diperoleh di Kawasan perumahan membuat pemenuhan cara

produksi yang baik lebih meningkat.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam

pemenuhan target output:

v Belum adanya form pemeriksaan khusus untuk UMKM dan form
pemeriksaan sarana produksi pangan sama untuk semua jenis kategori
pangan sehingga menyulitkan pemenuhan untuk sarana UMKM. Hal ini
dari 2 tahun terakhir sudah diusulkan untuk revisi form 166 pemeriksaan
sarana produksi pangan. Telah ada solusi dan inovasi dari Direktorat
Pengawasan Pangan Resiko Rendah dan Sedang untuk membuat form 62
untuk UMKM akan tetapi form ini belum dapat diimplementasikan karena
belum final dan belum disahkan.

v' Kemampuan Sumberdaya dalam jumlah dan kualitas pembinaan oleh

Lintas Sektor terkait masih terbatas dan bervariasi dari setiap wilayah.

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020 dan tahun

selanjutnya:

1. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dan Koordinasi dan konsultasi
dengan unit terkait di pusat dan secara aktif mengusulkan solusi
permasalahan form pemeriksaan sarana produksi pangan.

2. Peningkatan kompetensi petugas Pembina Industri Rumah Tangga
Pangan pada suku Dinas Kesehatan di 6 wilayah DKI Jakarta sehingga
akan meningkatan kualitas pembinaan terhadap sarana Industri Rumah

Tangga Pangan dengan sendirinya akan menurunkan sarana yang tidak

memenuhi ketentuan.

sar POM di Jakarta Tahun 2019
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e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja

Kegiatan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang dilaksanakan

adalah pemeriksaan sarana industri farmasi, industri kecil obat tradisional

(IKOT), industri obat tradisional (I0T), industri kosmetik, industri pangan, dan

industri rumah tangga pangan (IRTP). Beberapa kegiatan lain yang

diupayakan untuk meminimalisasi kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

« Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta,
antara lain pelatihan inspektur CPOB junior, pelatihan inspektur CPOB
senior, Bimbingan Teknis Pengawasan Peredaran Obat tradisional dan
Suplemen Makanan. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai
Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih
berkualitas.

+ Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan
sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang
berlaku terhadap sarana produksi obat dan makanan yang melakukan
pelanggaran.

« Desk CAPA (corrective action preventive action) atas hasil pemeriksaan
akan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang
dihasilkan

* Pertemuan peningkatan efektifitas pengawasan yang dilakukan 2 kali
sepanjang tahun 2019 dengan lintas sektor terkait membantu
meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dengan intensitas dan kualitas

pembinaan lebih baik

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja
periode sebelumnya
Indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi
ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta merupakan hasil reviu
Renstra 2015-2019 OTK baru, indikator sebelumnya yang mengukur efektifitas
pengawasan obat dan makanan di level kegiatan adalah presentase cakupan
pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil
rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi persentase sarana produksi
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obat dan makanan yang memenuhi ketentuan supaya lebih menggambarkan
kinerja Balai Besar POM di Jakarta.

12.Persentase persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di
wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2019

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019
Tabel 21. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi

ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2019

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KRITERIA

Persentase sarana distribusi

Obat yang memenuhi ketentuan

di wilayah kerja Balai Besar 50 58.06 116.12 baik
POM di Jakarta

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja
Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana
distribusi obat diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana
distribusi obat yang diperiksa) x 100%
Sarana distribusi obat yang diperiksa meliputi sarana distribusi (PBF dan
instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek,
instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin), Importir Kosmetika,
Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Pangan, sarana distribusi
kosmetika, Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Pangan. Makna dari
memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi
peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi
pencabutan izin.
Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi
ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah mencapai target
yang ditetapkan yaitu 116.12% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”.
Sehingga dapat dinyatakan bahwa sebanyak 58.06% sarana distribusi obat di
wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil memenuhi persyaratan

produksi yang ditetapkan Badan POM.
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b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018
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Gambar 28. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sarana

Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Penetapan definisi operasional baru sesuai Reviu Renstra 2015-2019 tentang
kriteria  memenuhi ketentuan pada pemeriksaan sarana distribusi obat
menyebabkan realisasi tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018. Hal
ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta berhasil meningkatkan
persentase pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi

ketentuan sehingga melebihi target nasional.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Balai lain yang
sejenis/setara

Gambar 29. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat yang
Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun
2019 dengan Balai Lain
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Berdasarkan Gambar 29 diketahui bahwa realisasi persentase sarana
distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di
Jakarta, Balai Besar POM di Padang, dan Balai Besar POM di Manado sudah
melebihi target nasional. Balai Besar POM di Manado memiliki realisasi
tertinggi dibandingkan 3 balai lainnya yang setara, sedangkan Balai Besar
POM di Bandar Lampung memiliki realisasi terendah. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa sarana distribusi obat di wilayah kerja Balai Besar POM
di Jakarta lebih telah memenuhi ketentuan atau patuh terhadap ketentuan

yang berlaku dibandingkan Balai lainnya yang setara.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai target sarana distribusi obat,
obat tradisional dan pangan yang memenuhi ketentuan. Hasil pemeriksaan
sarana distribusi obat dan makanan adalah sebagai berikut:
Tabel 22. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan Tahun
2019 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

NO SARANA DISTRIBUSI HASIL PEMERIKSAAN
MK ‘ TMK

Obat

1. | Apotek 87 179

2. | IFK 8 4

3. | Klinik 19 29

4. | PBF 107 39

5. | Puskesmas 34 21

6. | RS 6 5

7. | Toko obat 35 36
Obat Tradisional dan kosmetik

8. | Distribusi Obat Tradisional 118 23

9 | Distribusi kosmetik 263 122
Pangan dan Bahan Berbahaya

10. | Dsitribusi Pangan 472 191

11. | Distribusi bahan Berbahaya 17 5

TOTAL 1161 654

Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase

distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

* Mulai diberlakukannya aturan yang mengharuskan PBF mempunyai
sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana
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berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara
maksimal.

« Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan
sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang
berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran
antara lain menjual produk obat yang tidak memenuhi ketentuan, serta

menjual produk obat dan makanan yang sudah ditarik dari peredaran.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk lebih meningkatkan jumlah sarana
yang memenuhi ketentuan:

a. Peningkatan pembinaan terhadap sarana distribusi yang ada dan
menerapkan sangsi yang lebih tegas seperti jika masih ditemukan apotek
yang mengadakan obat dari jalur tidak resmi diberikan sangsi PSK
(Penghentian Sementara Kegiatan) walau pengadaannya hanya
beberapa kali dan terutama pengadaan dari pasar Pramuka

b. Advokasi dan Koordinasi intensif dengan Pemerintah daerah terkait
tentang penutupan Pasar Pramuka. Pasar Pramuka telah menjadi
momok bagi pengawasan selama ini karena beberapa sarana yang tidak
memenuhi ketentuan diantaranya menyalurkan produk ke took di pasar
pramuka yang tidak lagi mempunyai ijin atau melakukan pengadaan obat
dari pasar Pramuka untuk sarana pelayanan kefarmasian. Pada tahun
2019 telah dilakukan beberapa pertemuan terkait pasar pramuka dengan
pemerintah daerah dalam hal ini dilakukan advokasi dan koordinasi
dengan kepala Dinas Kesehatan, pertemuan audiensi dengan Asisten
Perekonomian Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan Perumda Pasar
Jaya. Beberpa kali pertemuan ini untuk melihat program dan kegiatan
yang akan dilakukan pemda terkait pasar pramuka. Selain itu bagaimana
proses pembinaan untuk pedagang pada pasar Pramuka agar mengurus
ijin Toko Obata tau Apotek. Balai Besar POM di Jakarta juga mendesak
agar segera dilakukan revitalisasi Pasar Pramuka agar semua pedang
yang menjual obat di pasar Pramuka sesuai ketentuan dan mengurus ijin
atau menutup tempat usaha mereka. Terkait ini Pemda telah memasukan

program pembinaan dan revitalisasi pasar Pramuka untuk program pada
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biro Perekonomian dan Perumda Pasar Jaya pada tahun 2020 dan
beberapa tahun kedepan secara bertahap. Diharapkan dengan distribusi
dan penyaluran obat yang sesuai ketentuan dapat dicapai dan
meningkatkan sarana yang memenuhi ketentuan dengan tidak ada lagi
pengadaan dan pendistribusian obat dari dan ke sarana yang tidak resmi
dan jalur illegal

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam

pemenuhan target output:

v' Masih ditemukan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang
melakukan distribusi dan pengadaan obat ke dan dari pasar Pramuka
padahal Pasar Pramuka semua sarana yang menjual obat sudah tidak

mempunyai ljin.

Usulan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020 dan tahun-tahun

berikutnya:

1. Peningkatan koordinasi dengan Walikota Jakarta Timur terhadap
penyelesaian masalah pasar Pramuka dan menggali rencana pemda ke
depan terhadap pasar Pramuka.

2. Memaksimalkan penerapan system online yang ada sehingga kendala
Sumber Daya dapat daiatasi.

3. Evaluasi lebih konsisten setiap bulan dan tindakan perbaiakan dan

kegiatan pencegahan terhapa pencapaian output.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana
distribusi obat yang memenuhi ketentuan antara lain :
» Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta,
antara lain Pelatihan CDOB bagi petugas Balai. Dengan meningkatnya
kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil

pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
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*+ Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan
sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang
berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran.

+ Sistem dalam penetapan target pemeriksaan yang lebih tepat dengan
menggempur pendistribusian dari sarana legal ke sarana illegal.

Terbatasnya tenaga pengawas di Balai Besar POM di Jakarta menyebabkan

pengawasan hanya mencakup 18.59% dari seluruh sarana distribusi yang

ada di DKI Jakarta yang jumlahnya 10.080 sarana.

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja
periode sebelumnya
Indikator persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di
wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta merupakan hasil reviu Renstra
2015-2019 OTK baru, indikator sebelumnya yang mengukur efektifitas
pengawasan obat dan makanan di level kegiatan adalah presentase cakupan
pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil
rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi pesentase sarana distribusi
obat dan makanan yang memenuhi ketentuan supaya lebih menggambarkan

kinerja Balai Besar POM di Jakarta.

13. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di

Provinsi DKI Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019

Tabel 23. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang
Diselesaikan Tepat Waktu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019

CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %) KRITERIA
(]
Persentase keputusan penilaian
e . . Sangat
sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 83 99.56 119.95 e
ai

di Provinsi DKI Jakarta

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di

Provinsi DKI Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :
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Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di
Provinsi DKI Jakarta : (keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan
carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah

permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan) x 100%

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil pemeriksaan atau surat
rekomendasi atau surat pembatalan proses penilaian sarana produksi Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran
produk, penerbitan surat persetujuan denah dalam rangka Sertifikasi CDOB,
penerbitan surat rekomendasi penerapan CPOTB bertahap, Suplemen
Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan.

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat
waktu di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu
120% dengan kriteria “sangat baik”. Sehingga dapat dinyatakan bahwa
sebanyak 99.6% pengajuan sertifikasi pada Balai Besar POM di Jakarta telah
berhasil diselesaikan tepat waktu.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018
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s Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang
Diselesaikan Tepat Waktu

== Capaian
Gambar 30. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang
Diselesaikan Tepat Waktu Di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2019

Berdasarkan Gambar 30 realisasi dan capaian persentase keputusan
penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta
tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan
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peningkatan kinerja dalam hal penilaian sertifikasi di Balai Besar POM di
Jakarta.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Balai lain yang
sejenis/setara
Berdasarkan Gambar 31 diketahui bahwa realisasi persentase keputusan
penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta dan
balai lain yang setara sudah melebihi target nasional, kecuali sedangkan Balai
Besar POM di Manado yang di bawah target nasional. Balai Besar POM di
Jakarta memiliki realisasi tertinggi dibandingkan 2 balai lainnya yang setara.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan penilaian sertifikasi di
Provinsi DKI Jakarta telah diselesaikan tepat waktu dibandingkan Balai lainnya

yang setara.
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mmw Realisasasi persentase penilaian sertifikasi yang diselesaikan
tepat waktu
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Gambar 31. Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang
Diselesaikan Tepat Waktu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dengan Balai

Lain

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan
kepastian pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Jakarta kepada
pelaku usaha. Dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi yang
meliputi surat rekomendasi dan surat hasil pemeriksaan produksi/ distribusi

dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan maupun ijin
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produksi, Balai Besar POM di Jakarta telah menetapkan batas waktu dari mulai
dilakukannya proses penilaian hingga penerbitan surat rekomendasi/ surat
hasil pemeriksaan tersebut, yaitu 14 hari kerja.

Pemenuhan batas waktu dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi
dapat terhambat dengan keterbatasan sumber daya manusia. Tetapi hal ini
dapat diatasi dengan subsidi tenaga dari seksi Inspeksi.

Namun dengan peningkatan kemampuan dan kompetensi serta efisiensi SDM
yang tersedia, pencapaian realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi
yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dapat
melebihi target yang telah ditetapkan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan di tahun 2019 yang menunjang keberhasilan pencapaian

target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat

waktu antara lain :

1. Telah dilaksanakan pelatihan internal sertifikasi pada petugas sertifikasi
dan bimbingan teknis/ sosialisasi terkait penilaian sertifikasi kepada pelaku
usaha.

2. Diterapkan system baru yang merupkan inovasi kinerja pada seksi
sertifikasi yaitu dengan adanya email otomatis kepada pelaku usaha jika
batas waktu pemenuhan CAPA (Corective Action dan Preventif Action)
sudah hamper melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Inovasi ini
dilakukan untuk reminder pelaku usaha terhadap proses yang ada.

3. Penetapan batas waktu 3 bulan untuk pelaku usaha dalam memenuhi
CAPA. Jika dalam waktu 3 bulan tidak ada respon terhadap pemenuhan
CAPA makan permohonan rekomendasi sertifikasi dinyatakan batal dan
pelaku usaha jika tetap akan berproses harus melakukan pengajuan ulang.
Hal ini diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dengan
timeline yang telah ditetapkan serta meningkatkan keseriusan pelaku
usaha terhadap rekomendasi pemeriksaan sarana yang dilakukan

sehingga pelaku usaha yang tidak serius dan tidak bisa memenuhi
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persyaratan akan mundur dengan sendirinya karena ada batas waktu
tersebut.

4. Aadanya e-book Pangan yang diterapkan pada tahun 2019 sehingga
membantu pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan menerapkan
cara produksi dan distribusi yang baik pada saranananya.

5. Desk CAPA secara intensif dan berkala dilakukan oleh Balai Besar POM di
Jakarta pada tahun 2019. Perusahaan yang kesulitan memenuhi
kekurangan saat audit diundang dating ke Balai Besar POM Jakarta untuk
dilakukan desk antara petygas dengan masing-masing pelaku usaha
sehingga pemenuhan kekurangan pada saat audit lebih cepat dan lebih
efektif dan efisien.

6. Kekurangan sumber daya yang ada dapat diatasi dengan beberapa
tindakan terobosan vyaitu Sistem rekap sarana dan system warning
terhadap pelaku usaha yang bisa disetting secara online sehingga tidak
harus ada petugas khusus yang membuat surat satu persatu secara
manual. Selain itu inovasi e book Pangan membantu pelaku usaha dalam
memenuhi persayaratan dan penerapan cara produksi dan distribusi yang
baik tanpa harus antri konsultasi sehingga mengurangi antrian konsultasi

dan mempercepat proses.

Kendala yang masih dialami Balai Besar POM di Jakarta yaitu:
v' Masih ada sasarana yang menyelesaikan pemenuhan terhadap CAPA
audit sertifikasi lama dan berulang kali karena keterbatasan kompetensi

dan awareness dari pelaku usaha.

Untuk peningkatan kinerja tahun tahun berikutnya akan dikembangkan

beberapa hal :

a. Pembuatan e-book untuk komoditi Obat Tradisional dan Kosmetika
sehingga membantu percepatan rekomendasi penerapan CPKB dan
CPOTB maupun CPOTB bertahap.

b. Evaluasi program desk CAPA dalam hal jumlah dalam setahun dan
banyaknya pelaku usaha yang akan dilakukan desk terkait keterbatasan
sumberdaya dan merancang kegiatan desk CAPA secara online.
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f.

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja
periode sebelumnya

Pada tahun 2018 telah dilakukan reviu Renstra 2015-2019 seiring dengan
terbentuknya OTK baru di Balai Besar POM di Jakarta. Pada Renstra
sebelumnya belum ada indikator yang tepat untuk mengukur Kkinerja
pelaksanaan sertifikasi obat dan makanan dalam rangka pelayanan prima
terhadap masyarakat. Setelah dilakukan reviu pada Renstra, didapatkan
indikator baru vyaitu persentase keputusan penilaian sertifikasi yang
diselesaikan tepat waktu yang dianggap dapat mengukur kinerja Balai Besar
POM di Jakarta dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan

Makanan berbasis risiko.

14.Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di

wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a.

., k ?
‘?1#10 &

Perbandingan target dan realisasi tahun 2019

Tabel 24. Realisasi Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2019

CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI KRITERIA

(%)

Rasio tindak lanjut hasil
pengawasan Obat dan
makanan yang dilaksanakan di 46.95 57.91 123.34
wilayah kerja Balai Besar POM

Tidak dapat
disimpulkan

di Jakarta

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan
di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai
berikut:
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan =
(Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi
Jumah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada

pelaku usaha dan instansi terkait) x100%
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Yang dimaksud tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau
instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh
Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat. Rekomendasi adalah
hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan,
peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan
ljin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana
(pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian
sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil
pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen. Capaian
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan
di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta belum berhasil mencapai target
yang ditetapkan yaitu 123.34% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”.
Sehingga dapat dinyatakan bahwa sebanyak 37,78% rekomendasi hasil
pengawasan yang diterbitkan Balai telah berhasil mendapat tindak

lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018
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120.00 ~__116.64
100.61
100.00 C—
80.00
60.00 57.91
40.00 36.32
0.00
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I Realisasi Rasio Tindak Lanjut Pengawasan OM === Capaian

Gambar 32. Realisasi Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan
Makanan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta
Tahun 2018-2019

Berdasarkan tabel di atas realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat

dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
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meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2019, hal ini menunjukkan
peningkatan respon baik dari sarana produksi dan distribusi obat dan
makanan yang diperiksa maupun dari lintas sektor terkait terhadap tindak

lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Balai lain yang
sejenis/setara
Berdasarkan Gambar 33 diketahui bahwa realisasi Rasio tindak lanjut hasil
pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai
Besar POM di Jakarta dan balai lain yang setara, kecuali Balai Besar POM di

Padang melebihi target nasional.
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Gambar 33. Perbandingan Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan
Makanan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta
Tahun 2019 dengan Balai Lain

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Perhitungan rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan di wilayah
kerja Balai Besar POM di Jakarta dimulai pada tahun 2019. Data tahun 2019
menunjukkan angka tindak lanjut baik dari sarana terperiksa maupun dari
instansi terkait cukup banyak dengan rasio melebihi target yang ditetapkan.
Pola tindak lanjut pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan

makanan pada tahun 2019 telah diseragamkan dengan tindak lanjut langsung
P
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ke sarana terperiksa. Dengan demikian surat tindak lanjut dari instansi terkait
semakin menurun jumlahnya.

Hal-hal yang mempengaruhi capaian rasio tindak lanjut pengawasan Obat dan
Makanan adalah:

+ Kerjasama yang baik dan adanya forum komunikasi yang terjalin erat
dengan lintas sektor berakibat respon timbal balik yang sangat memadai
terhadap hasil pemeriksaan dan temuan pengawasan Balai Besar POM di
Jakarta.

+ Kesadaran sarana produksi dan distribusi untuk terus menerus melakukan
perbaikan sebagai hasil pembinaan dari Balai Besar POM di Jakarta.

* Intervensi Badan POM dengan memberikan penyuluhan, KIE dan
pelatihan teknis terkait pemenuhan standar mendorong pelaku usaha
lebih responsif terhadap hasil pemeriksaan/ tema Balai Besar POM di
Jakarta

« Adanya inovasi yang dilakukan pada tahun 2019 terhadap pemantauan
Tindak Lanjut yang dilakukan Pelaku usaha yaitu adanya system
pengingat otomatis kepada pelaku usaha batas waktu pemberian respon
terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Inovasi ini cukup berhasil
meningkatkan respon pelaku usaha. Hal ini ditunjukan semakin cepat
pelaku usaha untuk melaukan respon. Hanya yang perlu ditingkatkan
beberapa sarana yang tidak mempunyai email system pengingat otomatis
ini tidak bisa digunakan. Sehingga harus ada system lagi untuk sarana
yang tidak mempunyai email. Adanya system ini juga membantu petugas
untuk melakukan evaluasi terhadap respon pelaku usaha sehingga bisa
dipantau sarana mana yang belum memberikan respon dan petugas mana
yang belum melakukan evaluasi terhadap respon dari pelaku usaha.

« Mulai diterapkan Close CAPA ditempat untuk sarana distribusi kecil
berupa took ataupun retail kecil di pasar tradisonal maupun di wilayah
seperti Kepulauan Seribu. Adanya permasalahan Surat Tindak Lanjut
tidak sampai kepada sarana sehingga tidak ada respon untuk tindak lanjut
yang telah dilakukan petugas. Untuk itu pada tahun 2019 diterapkan Close
CAPA ditempat untuk sarana-sarana dengan kriteria di atas. Saat

pemeriksaan petugas langsung meminta sarana melakukan tindakan
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perbaikan dan membuat tindakan pencegahan untuk masa yang akan
dating dan hal ini akan diverifikasi pada pemeriksaan berikutnya.

« Adanya pertemuan khusus terkait temuan obat daluarsa di Puskesmas.
Kegiatan ini diinisiasi Bidang Pemeriksaan karena ditemukannya obat
daluarsa yang dikonsumsi pasien hamil di Puskesamas Kapuk Muara
Jakarta Utara dan menjadi vira. Pada tahun 2019 diadakan pertemuan
khusus untuk meningkatkan awareness petugas puskesmas dalam
melakukan pengelolaan obat. Pertemuan ini mengundang 44 Puskesmas
Kecamatan seluruh wilayah DKI Jakarta. Pada pertemuan dipaparkan
tentang cara pengelolaan obat sesuai perBPOM dan dipaparkan temuan
yang sering ada dipuskesmas sehingga tidak ada temuan berulang serta
dipaparkan hal-hal kritis dalam pengelolaan obat di Puskesmas agar
menjadi perhatian khusus terutama penanganan obat daluarsa. Pada
kegiatan ini juga hadir lintas sector terkait sehingga untuk pembinaan

puskesmas dapat juga dilakukan terhadap puskesmas kelurahan

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan rasio tindak lanjut

dari sarana maupun lintas sektor terkait adalah :

» Beberapa sarana yang telah diperiksa sudah melakukan perbaikan namun
tidak dilaporkan secara tertulis kepada petugas Balai Besar POM di Jakarta
sehingga tidak dapat diukur sebagai kinerja Balai Besar POM di Jakarta

« Masih lama tindaklanjut yang dilakukan sarana, dari evaluasi yang
dilakukan ada yang memberikan tindaklanjut lebih dari 3 bulan setelah
pemeriksaan sehingga kesulitan untuk mencapainya

« Masih ada retail kecil yang kesulitan memenuhi CAPA sehingga

menurunkan awareness pemenuhan tindaklanjut hasil pemeriksaan

Untuk kegiatan yang dilakukan ditahun 2020 demi meningkatkan respon
pelaku usaha terhadap hasil pemeriksaan Balai Besar POM di Jakarta antara
lain :

1. Menerapkan Close CAPA ditempat untuk sarana toko kecil dan retalil

kecil secara konsisten
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2. Sistem pengingat secara otomatis kepada pelaku usaha akan

diusahakan untuk pelaku usaha yang tidak mempunyai email.
3. Peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap cara distribusi

yang baik secara online

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja
periode sebelumnya
Pada tahun 2018 telah dilakukan reviu Renstra 2015-2019 seiring dengan
terbentuknya OTK baru di Balai Besar POM di Jakarta. Pada Renstra
sebelumnya belum ada indikator yang tepat untuk mengukur efektivitas
pengawasan Obat dan Makanan. Setelah dilakukan reviu pada Renstra,
didapatkan indikator baru yaitu rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan
Makanan yang dilaksanakan yang dianggap dapat mengukur kinerja Balai
Besar POM di Jakarta dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan

Makanan berbasis resiko.

Dari pencapaian 5 target indikator pada sasaran strategis 4, maka
dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-
rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan

bobotnya.
NPS=NPI1+NPI2+NPI3+NPI4+NPI5

5
NPS =97.81% + 99.19% + 116.12% + 119.95% + 123.35%
5
NPS =111.28%

Balai Besar POM di Jakarta berhasil meningkatkan efektivitas

pengawasan obat dan makanan berbasis resiko di Provinsi DKI Jakarta.




Sasaran Strategis 5
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan
Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

15.Persentase perkara yanqg diselesaikan hingga tahap |l di wilayah kerja Balai Besar
POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019

Tabel 25. Realisasi Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap Il di Wilayah

Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2019

CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %) KRITERIA

15.79%
diselesaikan hingga tahap Il di
wilayah di wilayah kerja Balai
Besar POM di Jakarta

Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap Il di wilayah kerja Balai

Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap Il : (jumlah perkara tahap Il
tahun n dan tahun sebelumnya dibagi Total perkara ditahun n dan target perkara
tahap 11 tahun sebelumnya) x 100%

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia
berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap Il adalah perkara yang telah
diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Capaian persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap Il di wilayah
kerja Balai Besar POM di Jakarta tidak mencapai target yang ditetapkan
yakni 15,79% atau sebanyak 3 (tiga) pelaksanaan tahap Il dengan kriteria

"sangat kurang". Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Bidang




Penindakan Balai Besar POM di Jakarta belum berhasil menyelesaikan
perkara sesuai indikator kinerja strategis yang ditetapkan yakni hingga selesai

tahap Il.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018
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B Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap Il === Capaian

Gambar 34. Perbandingan Realisasi Persentase Perkara yang
Diselesaikan Hingga Tahap Il di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta
Tahun 2018-2019

Berdasarkan Gambar 34, realisasi persentase perkara penyidikan Balai Besar
POM di Jakarta sampai dengan penyelesaian tahap Il pada tahun 2018 dan
2019 mengalami penurunan sebesar 4,21%, dari capaian 20,00% di tahun
2018 turun menjadi 15,79% di tahun 2019. Berkas perkara yang telah selesai
sampai dengan tahap Il pada tahun 2018 adalah 3 perkara dari total 16 perkara
penyidikan yang ditangani, demikian pula pada tahun 2019 terdapat 3 perkara
yang telah selesai tahap Il dari total 16 perkara yang ditangani penyidik Balai
Besar POM di Jakarta. Secara kuantitas capaian tahap Il selama 2 (dua) tahun
sejak OTK baru adalah sama, yakni 3 perkara, namun perbedaan target

menyebabkan hasil perhitungan capaian yang berbeda.
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Gambar 35. Perbandingan Jumlah Berkas Perkara yang Diselesaikan Hingga
Tahap Il di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2018-2019

Selanjutnya, dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang obat
dan makanan, penyidik PNS Balai Besar POM di Jakarta melakukan
penyidikan terhadap 16 (enam belas) berkas perkara di tahun 2019. Jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 20 (dua puluh) perkara,
maka pencapaian pada akhir 2019 sebesar 80,00%. Grafik di atas
menggambarkan perbandingan capaian jumlah berkas perkara tahun 2018
dan 2019, dimana secara kuantitas jumlahnya sama, yakni 16 perkara. Namun
jika dibandingkan secara capaian terhadap target maka kinerja penyidik PNS
Balai Besar POM di Jakarta mengalami penurunan sebesar 26,67% yakni dari
106,67% di tahun 2018 menjadi 80,00% di tahun 2019.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Balai lain yang
sejenis/setara
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 antara Balai Besar POM di Jakarta
dengan Balai lain yang setara tergambar pada Gambar 36. Capaian Balai Besar
POM di Padang, Balai Besar POM di Bandar Lampung, dan Balai Besar POM di
Manado berhasil melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini tentunya
menjadi dasar bagi Balai Besar POM di Jakarta untuk melakukan evaluasi

kegiatan bidang penindakan yang telah dijalankan untuk dilakukan berbagai

langkah perbaikan.
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Gambar 36. Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga
Tahap Il di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2019 dengan

Balai Lain.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Analisa terhadap kegagalan Bidang Penindakan Balai Besar POM di Jakarta
untuk mencapai target penyelesaian berkas perkara hingga tahap Il dalam
kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak ditetapkannya OTK baru BPOM

digambarkan dalam Gambar 37 sebagai berikut:
Banyaknya tunggakan perkara (carry over)
Saksi atau tersangka yang tidak kooperatif
Belum sinkronnya skema multi doors justice system dengan penyidik PNS lainnya

Koordinasi antara penyidik dengan Criminal Justice System yang belum optimal

Kebijakan terkait upaya pencegahan di Pusat yang belum sejalan dengan upaya penegakan
hukum di Balai

Sistem monitoring dan evaluasi internal belum optimal

Gambar 37. Faktor Penyebab Kegagalan Penurunan Kinerja.
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Adapun uraian dari masing-masing faktor penyebab kegagalan yakni:

1. Banyaknya tunggakan perkara (carry over)
Total perkara yang ditangani penyidik PNS Balai Besar POM di Jakarta
sejak tahun 2012 hingga 2019 sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara.
Sebanyak 4 (empat) perkara telah terbit ketetapan DPO (Daftar Pencarian
Orang) dan 8 (delapan) perkara dihentikan demi hukum melalui mekanisme
SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Banyaknya tunggakan
perkara ini menyebabkan penambahan beban kinerja penyidik yang
berjumlah 7 (tujuh) orang.

2. Saksi atau tersangka yang tidak kooperatif
Permasalahan saksi atau tersangka yang tidak kooperatif merupakan
kejadian berulang yang sampai akhir tahun 2019 belum dapat ditemukan
solusi konkritnya. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan kewenangan
upaya paksa yakni penangkapan dan penahanan yang tidak dimiliki oleh
penyidik PNS BPOM. Sebagian perkara yang ditangani merupakan perkara
yang melibatkan saksi atau tersangka dengan domisili di luar wilayah
Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak adanya kewenangan upaya paksa
menyebabkan saksi atau tersangka mangkir dari proses penyidikan.

3. Belum sinkronnya skema multi doors justice system dengan penyidik PNS
lainnya
Beberapa perkara merupakan perkara dengan skema multi doors justice
system dengan penyidik PNS dari Kantor Wilayah Bea Cukai Provinsi
Jakarta. Pada penanganan perkara di Bea Cukai, penyidik
mengedepankan upaya pengembalian aset negara atau pengenaan pidana
denda sedangkan dalam penanganan perkara di Balai Besar POM di
Jakarta, belum ada skema pengenaan pidana denda meskipun
pelaksanaannya dimungkinkan dalam UU Kesehatan maupun UU Pangan.
Perbedaan ini menyebabkan beberapa perkara mengalami hambatan
dalam upaya penyelesaiannya.

4. Pelaksanaan koordinasi antara penyidik dengan Criminal Justice System
yang belum optimal
Penyidik PNS melaksanakan koordinasi dengan Korwas PPNS Polda

Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri
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di wilayah Provinsi Jakarta. Upaya koordinasi ini merupakan bagian dari
penyelesaian perkara dimana setelah proses tahap | atau penyerahan
berkas perkara kepada Jaksa di Kejati DKI Jakarta melalui Korwas PPNS
Polda Metro Jaya maka selanjutnya Jaksa merupakan personil kunci dalam
menentukan berkas perkara lengkap atau tidak. Belum optimalnya
koordinasi antara Penyidik PNS Balai Besar POM di Jakarta dengan Jaksa
Peneliti berkas perkara menyebabkan kendala dalam pemenuhan petunjuk
Jaksa Peneliti, misalnya dalam upaya pemenuhan unsur pidana yang
disangkakan terhadap tersangka dan perbedaan penafsiran terkait pasal
yang digunakan untuk menjerat perbuatan pidana dari tersangka.

5. Kebijakan terkait upaya pencegahan tindak pidana di Pusat yang belum
sejalan dengan upaya penegakan hukum di Balai
Pembentukan Deputi Bidang Penindakan yang baru berjalan selama 2
(dua) tahun membuka peluang untuk dilakukannya berbagai adjustment
atau penyesuaian strategi. Selama tahun 2019 terdapat kebijakan untuk
menganalisa pelanggaran yang melibatkan pelaku usaha sehingga
menjadi pertimbangan untuk penanganan perkara yang terkait. Kebijakan
tersebut merupakan bagian dari upaya penggalangan pelaku usaha yang
dilaksanakan di Pusat. Hal ini menjadikan beberapa perkara yang ditangani
oleh penyidik PNS Balai Besar POM di Jakarta sedang dalam proses
evaluasi sehingga status perkaranya belum selesai.

6. Sistem monitoring dan evaluasi internal belum optimal
Sistem monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Penindakan Balai Besar
POM di Jakarta belum dijalankan secara konsisten. Hal ini menyebabkan
kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penyelesaian berkas perkara

belum terinventarisir.

Berdasarkan hasil analisa terhadap faktor penyebab kegagalan pemenuhan
target kinerja tahun 2019 selanjutnya disusun alternatif solusi yang dirumuskan

sebagai berikut:
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Bantuan teknis dengan Direktorat Penyidikan dalam melaksanakan evaluasi dan

- -
lq—-l_—?l penyusunan strategi penyelesaian tunggakan perkara (carry over)

Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan CJS serta pihak terkait lainnya

' ’.“ dalam upaya penyelesaian berkas perkara

Optimalisasi pemantauan dan evaluasi terhadap upaya penyelesaian berkas
perkara
W Peningkatan kompetensi petugas baik PPNS maupun Non PPNS

Gambar 38. Alternatif Solusi untuk Meningkatkan Kinerja Bidang Penindakan.

Alternatif solusi yang dirumuskan untuk meningkatkan kinerja Bidang

Penindakan Balai Besar POM di Jakarta diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya penyelesaian tunggakan perkara (carry over) dengan pelaksanaan
bantuan teknis (bantek) dengan Direktorat Penyidikan
Bantuan teknis ini diperlukan untuk melakukan manajemen dalam
penyelesaian tunggakan perkara (carry over) yang cukup besar.
Pelaksanaan bantek dalam hal ini dilaksanakan bersama dengan
Direktorat Penyidikan dengan pertimbangan bahwa Direktorat Penyidikan
merupakan unit yang mengoordinir pelaksanaan penyidikan PPNS BPOM
di seluruh Indonesia. Data proses penyidikan dan penyelesaian berkas
perkara pada Balai lain yang dimiliki oleh Direktorat Penyidikan dapat
dijadikan masukan atau model untuk penyelesaian tunggakan perkara di
Balai Besar POM di Jakarta.

2. Peningkatan koordinasi dengan CJS dan pihak terkait lainnya dalam upaya
penyelesaian berkas perkara
Koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya perlu terus
dioptimalkan untuk mengatasi keterbatasan kewenangan penyidik dalam
menghadapi saksi dan tersangka yang tidak kooperatif dalam proses
penyelesaian berkas perkara.

Pelaksanaan koordinasi dengan Kejati DKI Jakarta terutama dengan Jaksa

Peneliti terkait upaya pemenuhan unsur pidana yang disangkakan
= [
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terhadap tersangka juga perlu ditingkatkan salah satunya dengan inisiasi
kegiatan ekspose perkara atau diskusi langsung dengan Jaksa dan Kasi
TPUL Kejati DKI Jakarta yang intesif.

Terkait saksi atau tersangka yang berstatus WNA juga memerlukan
koordinasi lebih optimal dengan Direktorat Jenderal Imigrasi sehingga gap
dalam pelaksanaan upaya cegah tangkal bisa diminimalisir.

Selanjutnya terkait gap dalam penanganan perkara multi doors justice
system diperbaiki dengan peningkatan koordinasi dengan penyidik PNS
Bea Cukai terkait upaya pengungkapan dan pemenuhan unsur pidana
yang disangkakan, antara lain dengan pertukaran informasi dan data
antara kedua PPNS.

3. Optimalisasi pemantauan dan evaluasi terhadap upaya penyelesaian berkas
perkara
Pelaksanaan pemantauan atau monitoring dan evaluasi Bidang
Penindakan Balai Besar POM di Jakarta dioptimalkan dengan penyusunan
timeline dan rencana penyelesaian perkara yang disusun berdasarkan
skala prioritas. Skala prioritas dibuat berdasarkan hasil assessment atau
evaluasi sesuai tahapan dari proses penyidikan yang telah dilaksanakan
sampai dengan akhir tahun 2019. Pemantauan bertujuan untuk
memastikan bahwa upaya yang ditempuh penyidik tetap berada di dalam
koridor strategi yang disusun dari hasil bantek dengan Pusat, hasil ekspose
dengan Jaksa dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dan juga menurut
jadwal atau timeline yang ditetapkan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk
mengetahui apakah ada hambatan dalam penerapan strategi yang telah
ditetapkan. Dalam beberapa tahapan, penyelesaian berkas perkara tidak
hanya kegiatan yang melibatkan penyidik, namun juga perlu kegiatan
penelusuran dan pendalaman informasi. Sehingga pemantauan dan
evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap kegiatan yang berkaitan langsung
dengan upaya penyelesaian berkas perkara melainkan juga terhadap

kegiatan pendukungnya.
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4. Peningkatan kompetensi petugas Bidang Penindakan baik PPNS maupun Non
PPNS
Keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja merupakan hasil kerja
sama dari seluruh tim Bidang Penindakan yang terdiri dari PPNS dan Non
PPNS. Upaya penegakan hukum di bidang obat dan makanan merupakan
satu siklus yang dimulai dari pengumpulan bahan keterangan, penelusuran
dan pendalaman informasi, operasi penindakan hingga pemberkasan.
Tantangan yang dihadapi petugas ke depan adalah motif dan modus
kejahatan yang terus berkembang. Peningkatan transaksi perdagangan
online atas komoditas obat dan makanan yang menjadi peluang munculnya
modus baru dalam tindak pidana obat dan makanan. Kondisi ini
memerlukan peningkatan kompetensi petugas Bidang Penindakan
sehingga tetap mampu melakukan analisa dan mengikuti perkembangan.
Selain itu, ragam penafsiran dalam memahami unsur-unsur pidana yang
disangkakan memerlukan keahlian atau kompetensi yang memadai
mengingat sebagian besar PPNS di Balai Besar POM di Jakarta tidak
memiliki latar belakang pendidikan di bidang Hukum. Hasil analisa
kebutuhan peningkatan kompetensi petugas yang diperlukan untuk dapat
meningkatkan capaian kinerja antara lain adalah terkait penyusunan
strategi pendalaman informasi siber, penyusunan profil dan analisa
terhadap kasus kejahatan sehingga dapat menemukan alat bukti yang kuat
untuk mengungkap tindak pidana yang ditangani, serta kemampuan lain
terkait penelusuran transaksi keuangan dan penguasaan teknologi

informasi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja
Selama tahun 2019, Bidang Penindakan Balai Besar POM di Jakarta secara
aktif mengikuti berbagai kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Pusat dan lintas
sektor terkait, dan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Penindakan. Kegiatan
yang telah dilaksanakan terkait langsung maupun tidak langsung dengan
upaya pencapaian target kinerja dan pengembangan kompetensi petugas

Bidang Penindakan. Kegiatan yang terkait langsung dengan penyelesaian
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berkas perkara antara lain pembentukan PPNS, pendidikan Intelijen Dasar,
Forum PPNS dan Pertemuan Lintas Sektor yang secara rutin diikuti oleh
petugas. Sementara itu, untuk meningkatkan sinergi dan kesepahaman pada
tahun 2019 Bidang Penindakan Balai Besar POM di Jakarta mengadakan
Forum Koordinasi PPNS bersama dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya
dan Kantor Bea Cukai di bawah koordinasi Kantor Wilayah Bea Cukai Provinsi
DKI Jakarta. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan
kesepahaman dalam penanganan perkara multi doors justice system antara
PPNS Balai Besar POM di Jakarta dengan PPNS Kantor Wilayah Bea Cukai
Provinsi DKI Jakarta dan Korwas PPNS Polda Metro Jaya.

Sejak bulan September 2019, Bidang Penindakan Balai Besar POM di Jakarta
juga melakukan kegiatan intelijen di Kantor Pelayanan Pabean Pratama Bea
Cukai Pasar Baru Jakarta terkait pengawasan barang kiriman. Barang kiriman
yang diawasi adalah produk impor yang merupakan komoditas pengawasan
BPOM sesuai Perka BPOM Nomor 29 dan 30 Tahun 2017. Melalui kegiatan
ini diharapkan petugas dapat melakukan upaya pengumpulan bahan
keterangan dan upaya pencegahan peredaran obat dan makanan yang
berasal dari barang kiriman obat dan makanan impor ilegal. Capaian kinerja di
tahun 2019 menjadi bahan evaluasi agar kegiatan yang diikuti maupun
diselenggarakan di tahun 2020 dapat mendukung kinerja Bidang Penindakan

yang lebih baik.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja
periode sebelumnya
Pada tahun 2018 direkomendasikan untuk dilakukan penyusunan SOP
penanganan perkara yang termasuk dalam skema multi doors justice system,
namun pada tahun 2019 prosedur ini belum selesai mengingat masih terdapat
beberapa poin yang harus disinergikan terlebih dahulu. Kesulitan yang dihadapi
adalah perbedaan UU yang digunakan dalam penanganan perkara membuat
perlu diupayakan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif. Sementara itu
pada tahun 2019 telah dilakukan koordinasi langsung dengan Kejaksaan
Agung terkait upaya cegah tangkal (cekal) terhadap saksi dan tersangka
sebagai tindak lanjut dari koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait
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data perlintasan. Pada tahun 2019 penyidik mengajukan permohonan cekal
terhadap 2 (dua) orang tersangka masing-masing WNI asal Korea Selatan dan
WNA Malaysia. Keberhasilan upaya cekal ini masih harus terus diiringi dengan
koordinasi yang baik dengan pihak Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta
sehingga bisa berdampak pada penyelesaian berkas perkara.

Pada tahun 2019 juga telah dilakukan koordinasi dengan pengelola
marketplace sebagai wujud konkrit dari kerja sama BPOM dengan Asosiasi
Pengusaha terkait perdagangan online. Selama tahun 2019 terdapat 2 (dua)
perkara yang dideteksi melalui perdagangan online dan melibatkan kerja sama
dengan pengelola marketplace dan jasa pengiriman. Selanjutnya pemantauan
terhadap informasi pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan melalui
transaksi perdagangan online secara rutin masih terus dilakukan melalui patroli

siber.

Sasaran Strategis 6
Terwujudnya RB Balai Besar POM di Jakarta sesuai
roadmap RB BPOM 2015 - 2019

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

16. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2019

Tabel 26. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2019

CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI KRITERIA

(%)

Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Jakarta adalah nilai hasil
dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas
impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dengan rentang nilai sebagai
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Tabel 27. Kategori Penilaian SAKIP

1. >90 AA Sangat memuaskan
2. >80 s.d. 90 A Memuaskan

3 >70s.d 80 BB Sangat baik

4. > 60 s.d. 70 B Baik

B > 50 s.d. 60 CcC Cukup baik

6. >30s.d 50 C Agak kurang

7. <30 D Kurang

Berdasarkan Tabel 27 realisasi nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta
memenuhi kategori BB (sangat baik). Capaian Nilai AKIP Balai Besar POM di
Jakarta belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 95.20% dengan

kriteria “baik”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun
2018/2017/2016

120 109.21

100 93.23
\ J—— [ 95.20

20 77.11

67.71 70.11 72.72
60

40
20

0
2016 2017 2018 2019

I Nilai AKIP e Capaian

Gambar 39. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2016-
2019

Berdasarkan gambar di atas realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta

fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Penurunan disebabkan karena

meningkatnya target yang ditetapkan di tahun 2017, tetapi terjadi peningkatan

secara bertahap mulai tahun 2018 dan 2019. Hal ini mencerminkan adanya

upaya Balai Besar POM di Jakarta yang berkelanjutan untuk meningkatkan

akuntabilitas kinerja.
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c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan balai lain yang

sejenis/setara

82 81 81 81 81
80
78 77.11

76.55
76 74.6
74 7285
70

BBPOM BBPOM BBPOM BBPOM

di Padang di Bandar Lampung di Jakarta di Manado

I Realisasi nilai AKIP === Tgarget Nasional

Gambar 40. Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2019

dengan Balai Lain.

Berdasarkan Gambar 40 diketahui bahwa realisasi nilai AKIP Balai Besar POM
di Jakarta dan balai lain yang setara belum mencapai target nasional.
Namun demikian, Balai Besar POM di Jakarta telah secara konsisten berupaya
meningkatkan nilai AKIP di tahun 2018 dan 2019. Nilai AKIP Balai Besar POM
di Jakarta adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan Balai Besar POM di
Padang, Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai Besar POM di

Manado

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hal-hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP dari tahun sebelumnya antara

lain :

e Pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan yang
berdasarkan Balance Score Card dan pengukuran kinerja cascading dari
pejabat eselon 2 di Balai Besar POM di Jakarta hingga pejabat eselon 3
dan 4. Pengukuran ini telah diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP yang
merupakan pengukuran kinerja individu.

e Konsistensi penerapan sistem mutu sesuai ISO 9001:2015 ditandai dengan
keberhasilan Balai Besar POM di Jakarta memperbarui sertifikat 1SO
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9001:2015 dengan SOTK lama menjadi sertifikat ISO 9001:2015 sesuai
SOTK baru melalui audit resertifikasi oleh TUV SUD pada tahun 2018

e Balai Besar POM Jakarta telah melakukan reviu Renstra 2015-2019 sesuai
SOTK baru dengan metode Balance Score Card, memakai 4 perspektif
(customer, stakeholder, internal proses, dan learning & growth)
menghasilkan 6 sasaran strategis dan 16 indikator kinerja utama.

e Evaluasi kinerja secara rutin dilakukan dengan membahas pencapaian

indikator secara berkala, kendala dan solusinya.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian kinerja

Pencapaian sasaran indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta didukung

oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

1) Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat
Tingkat Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai kualitas
pelayanan dan gambaran tentang kinerja pelayanan publik Balai Besar
POM di Jakarta. Survei dilaksanakan oleh Inspektorat BPOM mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil survei
tingkat kepuasan masyarakat digunakan sebagai bahan pertimbangan
penetapan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di
masa depan.
Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kepuasan masyarakat secara
nasional berdasarkan 5 (lima) indikator pembentuk indeks yaitu tangibles,
reliability, responsiveness, assurance dan emphaty, maka diperoleh nilai
Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional 68,26 yang merupakan
gabungan dari nilai indeks kepuasan masyarakat secara langsung maupun
tidak langsung.
Indeks Kepuasan Langsung diukur untuk mengetahui tingkat kepuasan
masyarakat terhadap layanan publik Pengawasan Obat dan Makanan yang
menggunakan fasilitas publik yang dapat diakses langsung oleh

masyarakat. Pengukuran dilakukan terhadap kepuasan masyarakat dalam
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berkomunikasi dan mendapatkan informasi dan edukasi tentang Obat dan

Makanan aman, bermutu dan berkhasiat oleh BPOM melalui fasilitas

website BPOM, HALOBPOM-1500533, media massa dan penyuluhan

2) Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar.

Pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja dihitung berdasarkan

PerKa BPOM No 20 tahun 2015 tentang Standar Sarana dan Prasarana

Kantor di Lingkungan BPOM dan Keputusan Kepala BPOM No.

HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018 tentang Standar Minimal Peralatan

Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM yang telah

ditetapkan untuk masing-masing balai. Untuk pemenuhan sarana dan

prasarana tahun 2019 dilakukan pengadaan alat laboratorium sebanyak 52

unit, pengadaan meubelair, dan pengadaan alat pengolah data berupa

komputer, printer, dll

3) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang

dilaporkan tepat waktu. Dokumen yang telah dilaporkan tepat waktu pada

tahun 2019 meliputi dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019, dokumen

RKAKL/DIPA tahun 2019, Laporan Kinerja tahun 2018, Laporan triwulanan

[, Laporan Triwulanan II, Laporan Triwulanan Ill, Laporan Tahunan tahun

2018, Laporan Keuangan tahun 2018, Laporan Keuangan Semester 1 tahun

2019, dan Reviu Renstra 2015-2019. Keberhasilan capaian jumlah

dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat

waktu dipengaruhi oleh :

+ Komitmen yang tinggi oleh pimpinan dan staf Balai Besar POM di
Jakarta

* Perencanaan program dan kegiatan yang melibatkan semua bidang
hingga terwujud perencanaan yang lebih akurat

+ Ketersediaan data dan informasi yang memadai dengan adanya tim
evaluasi dan monitoring yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari
masing-masing bidang

+ Kualitas dan kuantitas SDM terkait perencanaan, penganggaran,
keuangan, dan evaluasi sudah sesuai dengan standar kompetensi yang
telah ditetapkan.
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f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja
periode sebelumnya
Pada tahun 2018, Badan POM telah mengembangkan aplikasi e-performance
yang berdasarkan Balance Score Card dan pengukuran kinerja cascading dari
pejabat eselon 2 di Balai Besar POM di Jakarta hingga pejabat eselon 3 dan
eselon 4. Pengukuran ini telah diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP yang
merupakan pengukuran Kkinerja individu. Pengembangan aplikasi e-
performance ini jauh lebih baik dari versi tahun 2017 yang hanya mengukur
kinerja pejabat eselon 2. Diharapkan perkembangan ini dapat menaikkan nilai
SAKIP di tahun berikutnya.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018 Balai Besar POM di Jakarta memperoleh anggaran sesuai
DIPA awal yang diterbitkan tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.
44.596.604.000,-. Anggaran tersebut turun sebesar 9.50% jika dibandingkan
dengan anggaran tahun 2018. Pada tanggal 18 Oktober 2019 terjadi
penambahan pagu DIPA menjadi Rp. 45.389.210.000,- karena adanya
penambahan belanja pegawai untuk pegawai baru. Realisasi anggaran pada
tahun 2019 sebesar Rp. 44.577.730.396,- atau 98.21%. Realisasi ini
meningkat sebesar 6.24 persen dibandingkan tahun 2018.
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Gambar 41. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran
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Pengelolaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta senantiasa sesuai
dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan

anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta dalam pengelolaan

anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

e Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala

e Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan

e Peningkatan penggunaan ssstem pengelolaan keuangan

e Peningkatan kompetensi petugas pengelola keuangan terhadap kepatuhan
dalam pengelolaan keuangan

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja

adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Target Anggaran Realisasi Anggaran % Capaian

1 |Terw ujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di 2,174,877,000 2,125,868,466 97.75
Provinsi DKI Jakarta

2 |Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat 445,381,000 390,889,193 87.77
terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di
w ilayah kerja BBPOM di Jakarta

3 |Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan 5,261,455,000 5,079,191,966 96.54
Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

4 |Meningkatnya efektivitas pengaw asan Obat dan Makanan 9,450,076,000 9,267,953,855 98.07
berbasis risiko di Provinsi DKI Jakarta

5 |Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan 1,803,413,000 1,770,737,278 98.19
Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

6 |Terw ujudnya RB BBPOM di Jakarta sesuai roadmap RB BPOM 26,254,008,000 25,943,089,638 98.82
2015 — 2019
Jumlah 45,389,210,000 44,577,730,396 98.21

Rendahnya capaian anggaran di sasaran 2 “Meningkatnya kepatuhan pelaku
usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu
obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dikarenakan
oleh:

e Efisiensi belanja bahan perlengkapan peserta

) 1

sar POM di Jakarta Tahun 2019




e

e Perjalanan dan honor lintas sektor yang sudah di anggarkan oleh instansi
lain

e Adanya pembiayaan terpadu dengan pusat yang belum ada pada
kegiatan terpadu yang telah disepakati

e Efisiensi dalam biaya penyelenggaraan dan perjalanan dinas

Namun hal ini tidak mempengaruhi pencapaian indikator di sasaran 2, terbukti
dengan pencapaian nilai pencapaian sasaran yang diperoleh yaitu 121.13%.
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengefektitkan anggaran dalam
pencapaian sasaran strategis adalah dengan menghapuskan kegiatan-
kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran, dan
memfokuskan  anggaran  untuk = membiayai kegiatan-kegiatan yang

menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis.

3.3. Analisis Efisiensi Kegiatan
Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu
kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan
dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi
menghasilkan output yang samal/lebih besar; atau penggunaan input yang
sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase
capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan.
Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE)

terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input
(dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :
_ % Capaian Quiput

"~ 9% Capaian Input
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Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai
efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian,
yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

% Rencana Capaian Output

SE = =100% =1
% Rencana Capaian Input %

N

(Eﬁsiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula
logika berikut :
Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien
Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

G J

(Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat eﬁsiensi\
(TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada
masing- masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

TE=1E —SE
SE

- J

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar POM di Jakarta tahun
2018 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 29. Tingkat Efisiensi Kegiatan

No Kegiatan TE Kategori
1|Penguijian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan 0,02 Efisien
2|Keputusan hasil pengawasan obat dan makanan yang ditindaklanjuti 0,29 Efisien
3|Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 0,02 Efisien
4|KIE obat dan makanan aman 0,06 Efisien
5[Pasar yang Diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya 0,15 Efisien
6|Desa pangan aman 0,08 Efisien
7 |Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan 0,05 Efisien
8| Penyediaan Alat Laboratorium 0,02 Efisien
9|Layanan Dukungan Laboratorium 0,01 Efisien

10|Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa 0,21 Efisien

Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa
11 0,26 Efisien
12|Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan -0,18 Tidak Efisien
Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang Ditangani

13 0,01 Efisien

14| Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu 0,02 Efisien

15|Layanan Sarana dan Prasarana Internal 0,01 Efisien
16|Layanan Perkantoran 0,01 Efisien

1 ] 1
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Pada tahun 2019 Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan 16 (enam belas)
kegiatan untuk mendukung pencapaian 6 sasaran strategis yang sebagian
besar termasuk kategori efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh
bervariasi antara -0,18 sampai 0,29. Dalam hal ini, semakin rendah TE maka
semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan keputusan hasil
pengawasan obat dan makanan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Balai
Besar POM di Jakarta mempunyai TE tertinggi karena output yang diperoleh
paling tinggi dibandingkan kegiatan lain. Capaian output mencapai 115.79%
dengan input hanya sebesar 90.01%. Tingginya efisiensi pada Kegiatan
Keputusan hasil pengawasan obat dan makanan yang ditindaklanjuti di
wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, karena anggaran yang
direncanakan telah sejalan dengan pencapaian output. Output tercapai
dengan anggaran yang ada dengan mengefisienkan beberapa belanja bahan
dan perjalanan dinas. Efisiensi ini didukung oleh beberapa kegiatan untuk
mendukung output yang dilakukan tanpa tatap muka melalui media online
media social dan komunikasi online. Selain itu beberapa kegiatan direvisi untuk
efisiensi dan pencapaian target yang lebih besar, meskipun demikian tidak

berpengaruh pada pencapaian output.

Untuk output perkara di bidang Penyidikan obat dan makanan pada
perhitungan ini menjadi tidak efisien karena capaian target output rendah
sedangkan capaian target anggaran besar. Capaian target anggaran besar
karena dilakukan revisi terhadap sisa anggaran yang ada untuk kegiatan
peningkatan kompetensi dan kegiatan intelijen petugas Balai Besar POM di
Jakarta melalui kegiatan cegah tangkal yang dilakukan pada Kantor Pelayanan
Pabean Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru. Balai Besar POM di Jakarta
membuka ruangan untuk kepentingan pengumpulan data intelijen terhadap

pemasukan obat dan makanan melalui jasa pengiriman.

Berdasarkan data Tabel 29 dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan
sumber daya (dana) terbatas, Balai Besar POM di Jakarta mampu
menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran

strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

g, - g = j A vﬂwﬁss a
T
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Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang
dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah
dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi
kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk
anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu
mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih
memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada

Lampiran.

Tabel 30. Efisiensi kegiatan per Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta

No Sasaran Strategis TE Kategori

1 [Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan 0,02 Efisien
bermutu di Provinsi DKI Jakarta

2 |Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan 0,29 Efisien

kesadaran masyarakat terhadap keamanan,
manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah
kerja BBPOM di Jakarta

3 |Meningkatnya pengetahuan masyarakat 0,05 Efisien
terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah
kerja BBPOM di Jakarta

4 |Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan 0,11 Efisien
Makanan berbasis risiko di Provinsi DKI Jakarta

5 |Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak -0,08 Tidak Efisien
pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja
BBPOM di Jakarta

6 |Terwujudnya RB BBPOM di Jakarta sesuai 0,01 Efisien
roadmap RB BPOM 201571 2019

Berdasarkan perhitungan efisiensi sasaran, dapat diketahui bahwa efisiensi
paling tinggi terdapat pada sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya
kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan,
manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di
Jakarta, sedangkan efisiensi paling rendah terdapat pada sasaran kelima yaitu
“‘Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana obat dan makanan di
wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, yang mengakibatkan capaian
output tidak sesuai target.

—'-—-f "—I_ |
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Berdasarkan besarnya anggaran untuk kegiatan pengawasan obat dan
makanan (selain gaji) di Balai Besar POM di Jakarta dapat diperoleh hasil
sebagai berikut :

1. Proporsi anggaran tertinggi adalah untuk pencapaian sasaran ke 4 yaitu
“‘Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko
di Provinsi DKI Jakarta”. Anggaran yang direalisasikan untuk sasaran ke 4
sebesar Rp. 9.399.189.583,- atau 21.08% dari keseluruhan realisasi
anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan
pengujian sesuai standar untuk 3577 sampel, pengawasan ke 369 sarana
produksi, pengawasan ke 1874 sarana distribusi, tindak lanjut hasil
pengawasan. Tingginya anggaran yang direlisasikan untuk kegiatan
tersebut sebanding dengan hasil pencapaian indikator indeks kesadaran
masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman di
wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sebesar 72.38 yang di atas target
nasional 66.

2. Proporsi anggaran terkecil adalah untuk pencapaian sasaran kedua
“‘Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat
terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah
kerja Balai Besar POM di Jakarta”. Anggaran yang direalisasikan untuk
Anggaran yang direalisasikan untuk sasaran ke 2 sebesar Rp.
259.653.465,- atau sebesar 0.58% dari keseluruhan realisasi anggaran.
Anggaran ini dipergunakan untuk pembinaan kepada pelaku usaha di
Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian pencapaian sasaran ke 2 juga
dipengaruhi oleh pencapaian sasaran ke 4, dimana didalam sasaran ke 4
juga terdapat kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha sarana
produksi dan distribusi. Walaupun anggaran yang diperlukan tidak terlalu
besar namun menghasilkan indeks kepatuhan (compliance index) pelaku
usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di
Jakarta yang cukup memuaskan sebesar 82.30 yang lebih tinggi dari target

secara nasional sebesar 61.

" - r 1] _* - j I ‘VWT?37 a
T
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Kegiatzn

Gambar 42. Nilai kinerja berdasarkan aplikasi monev

Berdasarkan aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id diperoleh nilai
kinerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2019 sebesar 86.35 atau
kategori Baik. Meningkatnya penyerapan realisasi anggaran berkontribusi
terhadap nilai kinerja anggaran tersebut. Nilai kinerja pada aplikasi monev
ini diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev yang
merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara
perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan
pencapaian hasil. Lalu dilakukan pembobotan dari aspek implementasi
dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar.
Semua perhitungan tersebut dilakukan sesuai PMK No. 249/PMK.02/2011
tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
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PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Tahun 2019 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis 2015-2019. Pada
tahun 2018 telah dilaksanakan reviu Renstra dengan mengubah 3 sasaran
strategis dengan 8 indikator kinerja menjadi 6 sasaran strategis dan 16 indikator
kinerja. Untuk menunjang pencapaian 6 sasaran strategis tersebut, telah
dilakukan 17 kegiatan utama.

1. Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil mencapai target 2 sasaran
strategis dengan kriteria SANGAT BAIK, 1 sasaran strategis yang telah
ditetapkan dengan kriteria BAIK, 1 sasaran strategis yang telah ditetapkan
dengan kriteria SANGAT KURANG dan 2 sasaran strategis dengan kriteria
TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

2. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

» Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis pertama sebesar
112.99% dengan kriteria SANGAT BAIK, menunjukkan keberhasilan
Balai Besar POM di Jakarta dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang
aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta

» Capaian indikator sasaran strategis kedua sebesar 122.29% dengan
kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN namun demikian realisasi indikator
pada sasaran ini tetap dapat menunjukkan keberhasilan Balai Besar
POM di Jakarta dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan
kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan
Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

» Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 111.28% dengan
kriteria. SANGAT BAIK karena realisasi indikator pada sasaran ini tetap
dapat menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Jakarta dalam
meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan
aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

» Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keempat
sebesar 111.28% dengan kriteria SANGAT BAIK, menunjukkan
keberhasilan Balai Besar POM di Jakarta dalam meningkatkan efektivitas
pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi DKI Jakarta

| —— i -
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» Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kelima sebesar
31.58% dengan kriteria  SANGAT KURANG, menunjukkan kurang
berhasilnya Balai Besar POM di Jakarta dalam meningkatkan efektivitas
penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar
POM di Jakarta

+ Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar
95.20% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Balai Besar
POM di Jakarta dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi sesuai roadmap
RB BPOM 2015 — 2019.

3. Dari 17 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran, 16 kegiatan yang efisien dan 1 kegiatan yang tidak efisien. Tingkat
efisiensi (TE) berkisar antara -0,18 (perkara di bidang penyidikan obat dan
makanan) hingga 0,29 (keputusan hasil pengawasan obat dan makanan

yang ditindaklanjuti).

4.2. Saran

1. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap target Indikator Kinerja Utama
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI
Jakarta, Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat
dan Makanan, Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dan Rasio
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di
wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta supaya capaiannya tidak melebihi
120%.

2. Untuk menaikkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di
wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, maka perlu dirumuskan strategi
penanganan perkara antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan
pihak terkait dalam penyidikan tindak pidana obat dan makanan di wilayah
kerja Balai Besar POM di Jakarta. Selanjutnya perlu mengevaluasi definisi
operasional dalam menetapkan capaian IKU sehingga dapat lebih
menggambarkan kinerja.

e " "-i_
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Lampiran 1.
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI JAKARTA TAHUN 2018-2019

1. Ikhtisar Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2018-2019

Sasaran Program Target Alokasi Unit
Program/ (Outcome)/Sasaran Lokasi (dalam Miliar Organisasi
Kegiatan Kegiatan Rupiah) Pelaksana

(Output)/Indikator 2018 2019 2018 2019

Balai Besar POM di Jakarta
SS 1| Terwujudnya Obat dan Balai Besar
Makanan yang aman POM di Jakarta
dan bermutu di
Wilayah Kerja Balai
Besar POM di
Jakarta

1.1. | Indeks Pengawasan Provinsi DKI 70 70
Obat dan Makanan Jakarta
1.2. | Persentase Obat yang Provinsi DKI 93,5 94
memenuhi syarat Jakarta
1.3. | Persentase Obat Provinsi DKI 83 60
Tradisional yang Jakarta
memenuhi syarat
1.4. | Persentase Kosmetik Provinsi DKI 92 80
yang memenuhi syarat Jakarta
1.5. | Persentase Suplemen Provinsi 82 87
Kesehatan yang DKI Jakarta
memenuhi syarat
1.6. | Persentase Makanan Provinsi DKI 89,60 71
yang memenuhi syarat Jakarta

SS 2| Meningkatnya Balai Besar
kepatuhan pelaku POM di Jakarta
usaha dan kesadaran
masyarakat terhadap
keamanan, manfaat
dan mutu Obat dan
Makanan di Wilayah
Kerja Balai Besar POM
di Jakarta

2.1. | Indeks kepatuhan Provinsi 60 61
(compliance index) DKI Jakarta
pelaku usaha di bidang
Obat dan Makanan
2.2. | Indeks kesadaran Provinsi — 66
masyarakat (awareness | DKI Jakarta
index) terhadap Obat
dan Makanan aman
SS3 | Meningkatnya Balai Besar
pengetahuan POM di Jakarta
masyarakat terhadap
Obat dan Makanan
aman di Wilayah Kerja
Balai Besar POM di
Jakarta

3.1. | Indeks pengetahuan Provinsi 60 61
masyarakat terhadap DKI Jakarta

Obat dan Makanan aman
e - ] 1 -
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Program/
Kegiatan

Sasaran Program

(Outcome)/Sasaran Kegiatan

(Output)/Indikator

Lokasi

Target

Alokasi (dalam
Miliar Rupiah)

2018

2019

2018 2019

Unit
Organisasi
Pelaksana

SS4

Meningkatnya
efektivitas pengawasan
Obat dan Makanan
berbasis risiko di
Provinsi DKI Jakarta

Balai Besar POM
di Jakarta

4.1.

Persentase pemenuhan
pengujian sesuai standar

Provinsi DKI
Jakarta

100

100,00

4.2.

Persentase sarana
produksi Obat dan
Makanan yang memenuhi
ketentuan

Provinsi DKI
Jakarta

35

41.8

4.3.

Persentase sarana
distribusi Obat yang
memenuhi ketentuan

Provinsi DKI
Jakarta

49

50

4.4.

Persentase keputusan
penilaian sertifikasi yang
diselesaikan tepat waktu

Provinsi DKI
Jakarta

80

83

4.5.

Rasio tindak lanjut hasil
pengawasan Obat dan
Makanan yang
dilaksanakan

Provinsi DKI
Jakarta

36,10

46.95

SS5

Meningkatnya efektivitas
penyidikan tindak pidana
Obat dan Makanan di
Wilayah Kerja Balai
Besar POM di Jakarta

Balai Besar
POM di Jakarta

5.1.

Persentase perkara yang
diselesaikan hingga tahap
1

Provinsi DKI
Jakarta

45

50,00

SS6

Terwujudnya Reformasi
Birokrasi Balai Besar
POM di Jakarta sesuai
dengan roadmap
Reformasi Birokrasi
BPOM 2015-2019

Balai Besar
POM di Jakarta

6.1.

Nilai AKIP Balai Besar
POM di Jakarta

Provinsi DKI
Jakarta

78

81,00




2. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2019

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Parcetakan Negara No. 23 Jakarla Pusat 10550 Indonesia
Telp. {021) 4244691, 420922 1, 4263333, 4244755, 424) 781, 4244819, Fox : 4245139

BADAN POM Email : halobpom@pom.go.id ; Website - www. pom.go,id
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manaemen pemerntahan yang efeklif, transparan,
akuntabel dan beronentasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama . Drs. Rusli Hedyaman

Jabalan : Direklur Pengamanan
Deputi Bidang Penindakan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama ¢ Dr.Ir. Penny K. Lukilo, M.CP
Jabatan :  Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Selaku atasan langsung pihak pertama, salanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak partama berjanji akan mewujudkan target kinarja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinena jangka menengah
scperti yang telah ditetapkan dalam deokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi fanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta. 4 Januari 2019
Pihak Kedua Pihak Pertama

(Dr.lr.m)‘ (D

=

- Rusli Haedyaman)




BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Percetakan Negara No. 23 Jokarta Pusat 10540 Indonesia
Telp. {021) 4244691, 420922 1, 4263333, 4244755, 424) 781, 4244819, Fax - 4245139

BADAN POM Email fhdobpom@pom.go,id ; Wabsite - Www.pom, go.id
—————— —
——
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI BESAR POM DI JAKARTA
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA ' TARGET
1 Terwujudnya Obat can Makarar yang Indsks Pengawaszan Obat dan Makanan d 71
aman dan bermutu di Provins: DK wilayah xeqa BBPOM di Jaxara
Jakarta Persentase Cbal yang Memenuhi Syarat di 4%
Prov nsi DK Jakana
Pers=ntase Chat Tradisional yang B0
Memenuhi Syzarzat di di Provinsi DKl Jakarta
Persentase Kesmetik yang Memenuhi B0,
Syaral di di Provinsi DK Jukarla
Persentase Suplemen Kesehatan yang B7%
Memenuhi Syasat di di Provins! DKl Jakarta i
Perzentase Makanan yang Memenuhi T1%
| Syarat di di Provinsi DK Jakarta
Z  Meningkatoya kepatuhan pelake usaha Indkziss kepatuhan (compiiance index) 6
dan kesacaran masyarakat ternacap pelaku usaha di bidang Obat gan Maxanan
keamanan, manfaal dan mutu Obat dan | di wilayah kerja BEPOM di Jakarta
Makanan ci wilayah kera BEPOM o Indsks kesadar=n masyarakat /ar/areness 66
Jakarla index) terhadap Oo=st dan Makanan aman di
‘ wilayah ez BBPOM di Jz<ara
3 Meningkaloya oengelabuan masyarakal | 1ndoes pengelahuan masyarakal lerhadagp i
ferhadap Obat dan Makanan aman di Obat dan Makanan aman di wilayah xerja
wilayzah kerja BEPOM di Jakarta BBPOM di Jakarta
4 Meningkatoya sfektvitas pengawasan Persanmase pemenuhan pengujian ssaual 10055
Onat dan Makanan besbasis rsiko di standar di Provins! DKI Ja<arta
Provinsi DKI Jaxaria Persentase sarana produksi Obat dan 41.8%
Makanan yang memeruni ketentuan di
wilayah «e1a BBPOM di Jaxarta
Persentase sarana distribus’ Gbal yang 50%
memenul kelenbuan o wilayan korna
BBPOM di Jakarta
Persantase keputuzan penilaian sarificasi 83%
yang diselesalkan tepat waktu di Provinsi
DK Jakarta
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Oba: 4595
dan makanan yang dilaksanakan o' wilayah
| kariz BBRPCM di Jzkarta
3 Meningkatoya steklvitas penyicikan Persentase pe&ara yang disslesaikan 50%
findak picana Obat car Makaran di hingga lahap 11 di wilayan kerja BEPOM di
wilaysh kerja BEPOM di Jakarta Jakana
& | Terwujudnya HBE BEPOM di Jakarla Nilai AKIP BEPOM di Jakarla
sesual roanmap HE BPOM 2015 - 2018




BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

JI. As’Syafiiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13879 .
Telp : (021) 84304048 / 46 - Fax : (021) 84304047 / 49 - Email : bpom _jakarta@pom.go.id

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan Sagi, S.Kom, MM
Jabatan : PIt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr.Ir. Penny K. Lukito, M.CP
Jabatan :  Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Juni 2019
Pihak Kedua Pihak Pertama

S

( Wildan Sagi S.Kom, MM, Si )




BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

JI. As’Syafiiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870
Telp : (021) 84304048 / 46 - Fax : (021) 84304047 / 49 - Email : bpom_jakarta@pom.go.id

BADAN POM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI BESAR POM DI JAKARTA
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang indeks Pengawasan Obat dan Makanan di 71
aman dan bermutu di Provinsi DKI wilayah kerja BBPOM di Jakarta
Jakarta Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di 94%
Provinsi DKI Jakarta
Persentase Obat Tradisional yang 60%
Memenuhi Syarat di di Provinsi DKI Jakarta
Persentase Kosmetik yang Memenuhi 80%
Syarat di di Provinsi DKI Jakarta
Persentase Suplemen Kesehatan yang 87%
Memenuhi Syarat di di Provinsi DKI Jakarta
Persentase Makanan yang Memenuhi 71%
Syarat di di Provinsi DKI Jakarta
2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Indeks kepatuhan (compliance index) 61
dan kesadaran masyarakat terhadap pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
keamanan, manfaat dan mutu Obat dan | di wilayah kerja BBPOM di Jakarta
Makanan di wilayah kerja BBPOM di Indeks kesadaran masyarakat (awareness 66
Jakarta index) terhadap Obat dan Makanan aman di
wilayah kerja BBPOM di Jakarta
3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap 61
terhadap Obat dan Makanan aman di Obat dan Makanan aman di wilayah kerja
wilayah kerja BBPOM di Jakarta BBPOM di Jakarta
4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Persentase pemenuhan pengujian sesuai 100%
Obat dan Makanan berbasis risiko di standar di Provinsi DKI Jakarta
Provinsi DKI Jakarta Persentase sarana produksi Obat dan 45%
Makanan yang memenuhi ketentuan di
wilayah kerja BBPOM di Jakarta
Persentase sarana distribusi Obat yang 50%
memenuhi ketentuan di wilayah kerja
BBPOM di Jakarta
Persentase keputusan penilaian sertifikasi 83%
yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi
DKI Jakarta
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat 46.95
dan makanan yang dilaksanakan di wilayah
kerja BBPOM di Jakarta
5 | Meningkatnya efektivitas penyidikan Persentase perkara yang diselesaikan
tindak pidana Obat dan Makanan di hingga tahap Il di wilayah kerja BBPOM di
wilayah kerja BBPOM di Jakarta Jakarta
6 | Terwujudnya RB BBPOM di Jakarta Nilai AKIP BBPOM di Jakarta
sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019




BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

JI. As’Syafiiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870
Telp : (021) 84304048 / 46 - Fax : (021) 84304047 / 49 - Email : bpom_jakarta@pom.go.id

BADAN POM

Program Anggaran

Kegiatan :

1. Program Pengawasan Obat dan Makanan Rp 44.596.604.000
di Seluruh Indonesia

Jakarta, 1 Juni 2019

Pihak Kedua Pihak Pertama
(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.CP) ( Wildan Sagi S.Kom, MM,Si )




3. Rencana Kinerja Tahun 2019 Balai Besar POM di Jakarta

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

JI. As’Syafiiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870

Telp : (021) 84304048 / 46 - Fax : (021) 84304047 / 49 - Email : bpom_ jakarta@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI JAKARTA

NOMOR : B-HK.04.03.102.01.19.71

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR POM DI JAKARTA

TAHUN 2019

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan
pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Balai
Besar POM di Jakarta Nomor B-HK. 04.03.102.09.18.8897
tanggal 12 September Tahun 2018 tentang Revisi Rencana
Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2015-2019, perlu
menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta
Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM
di Jakarta tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta
Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);




BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA
JI. As’Syafiiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870
Telp : (021) 84304048 / 46 - Fax : (021) 84304047 / 49 - Email : bpom_ jakarta@pom.go.id

BADAN POM

Menetapkan

Pertama

Kedua

4.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun
2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1745)

Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Plt Kepala Balai Besar POM di Jakarta Tentang Rencana Kinerja
Balai Besar POM di Jakarta tahun 2019.

Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan

ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Balai
Besar POM di Jakarta Tahun 2019;

Keputusan Plt Kepala Balai Besar POM di Jakarta ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta




BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA
JI. As’Syafiiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870
Telp : (021) 84304048 / 46 - Fax : (021) 84304047 / 49 - Email : bpom_ jakarta@pom.go.id

Lampiran Keputusan Sekretaris Utama Badan POM
Nomor : B-HK.04.03.102.12.18.

Tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di
Jakarta Tahun 2019

RENCANA KINERJA BALAI BESAR POM DI JAKARTA

TAHUN 2019

NO

PERSPEKTIF

SASARAN PROGRAM/
SASARAN KEGIATAN

-

Stakeholder

INDIKATOR KINERJA

TARGET ISAST

Terwujudnya Obat dan
Makanan yang aman dan
bermutu di Provinsi DKI

Jakarta

Indeks Pengawasan Obat dan
Makanan di wilayah kerja

BBPOM di Jakarta

i

B12*

71

Persentase Obat yang
Memenubhi Syarat di Provinsi

DKI Jakarta

94%

Persentase Obat Tradisional
yang Memenuhi Syarat di
Provinsi DKI Jakarta

60% 60%

Persentase Kosmetik yang
Memenuhi Syarat di Provinsi

DKI Jakarta

80%

80% 80% 80%

Persentase Suplemen
Kesehatan yang Memenuhi
Syarat di Provinsi DKI Jakarta

87%

87% 87% 87%

Persentase Makanan yang
Memenuhi Syarat di Provinsi

DKI Jakarta

71%

71% 71% 1%

pelaku usaha dan

Indeks

masyarakat terhadap
keamanan, manfaat dan mutu
Obat dan Makanan di wilayah
kerja BBPOM di Jakarta

index ) pelaku usaha di bidang
Obat dan Makanan di wilayah
kerja BBPOM di Jakarta

61

Indeks kesadaran masyarakat
(awareness index) terhadap
Obat dan Makanan aman di
wilayah kerja BBPOM di
Jakarta

Internal
Process

Indeks

masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman di wilayah
kerja BBPOM di Jakarta

masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman di wilayah kerja
BBPOM di Jakarta

61

Meningkatnya efektivitas
pengawasan Obat dan
Makanan berbasis risiko di
wilayah kerja BBPOM di
Jakarta

Persentase pemenuhan
pengujian sesual standar di
Provinsi DKI Jakarta

100%

100% 100% 100%

Persentase sarana produksi
Obat dan Makanan yang
memenuhi ketentuan di
wilayah kerja BBPOM di
llakarta

418%

418% | 41.8% 41.8%

Persentase sarana distribusi
Obat yang memenuhi ketentuan
di wilayah kerja BBPOM di
Jakarta

50%

50% 50% 50%

Persentase keputusan penilaian
sertifikasi yang diselesaikan
|tepat waktu

83%

83% 83% 83%

Rasio tindak lanjut hasil
pengawasan Obat dan makanan
yang dilaksanakan di wilayah
kerja BBPOM di Jakarta

46.95

4695 46.95 4695

Meningkatnya efektivitas
penyidikan tindak pidana Obat
dan Makanan di wilayah kerja
BBPOM di Jakarta

Persentase perkara yang
diselesaikan hingga tahap 11 di
wilayah kerja BBPOM di
akarta

50% 50%

'S

Learning &
Growth

Terwujudnya RB BBPOM di
Jakarta sesuai roadmap RB
BPOM 2015 - 2019

Nilai AKIP BBPOM di Jakarta

81




4. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2019 Balai Besar POM di Jakarta

NO PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN
(%)

KRITERIA

Indeks Pengawasan Obat dan
Makanan di wilayah kerja Balai Besar 71 71.5 100.70
POM di Jakarta
Persentase Obat yang Memenuhi
Syarat di Provinsi DKI Jakarta 94 81.58 86.79
Persentase Obat Tradisional yang
Terwujudnya  Obat  dan | Memenuhi Syarat di Provinsi DKI 60 93.93 156.55
Makanan yang aman dan | Jakarta
1 Stakeholder bermutu di Provinsi DKI | Persentase Kosmetik yang
Jakarta Memenuhi Syarat di Provinsi DKI 80 86.09 107.61
Jakarta
Persentase Suplemen Kesehatan
yang Memenuhi Syarat di Provinsi 87 99.39 114.24
DKI Jakarta
Persentase Makanan yang
Memenuhi Syarat di Provinsi DKI 71 79.55 112.04
Jakarta
Indeks kepatuhan (compliance index)
f laku usaha di bidang Obat dan
Meningkatnya kepatuhan pe o - - 61 82.30 134.91
pelaku usaha dan kesadaran I\P/ISI;/iar&_ag dkl v:;layah kerja Balai Besar
masyarakat terhadap I Jakarta
2 Customer keamanan, manfaat dan mutu
Obat dan Makanan di wilayah
kerja Balai Besar POM di Indeks kesadaran masyarakat
Jakarta (awareness index) terhadap obat dan
makanan aman di wilayah kerja Balai 66 72.38 109.67
Besar POM di Jakarta
Meningkatnya pengetahuan
Indeks pengetahuan masyarakat
masyarakat terhada_p _Obat terhadap Obat dan Makanan aman di
dan Makanan aman di wilayah . . ) ) 61 75.74 124.16
) : . | wilayah kerja Balai Besar POM di
kerja Balai Besar POM di Jakarta
Jakarta
Persentase pemenuhan pengujian
sesuai standar di Provinsi DKI 100 97.81 97.81
Jakarta
Persentase sarana produksi Obat
dan Makanan yang memenuhi
ketentuan di wilayah kerja Balai 418 41.46 99.19
. - Besar POM di Jakarta
Meningkatnya efektivitas
pengawasan  Obat  dan e
3 Internal Process Makanan berbasis risiko di | Persentase sarana distribusi Obat
wilayah kerja Balai Besar | Yang memenuhi ketentuan di wilayah 50 58.06 116.12
POM di Jakarta kerja Balai Besar POM di Jakarta
Persentase  keputusan  penilaian
sertifikasi yang diselesaikan tepat 83 99.56 119.95
waktu
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan
Obat dan makanan yang
dilaksanakan di wilayah kerja Balai 46.95 57.91 123.34
Besar POM di Jakarta
Meningkatnya efektivitas | Persentase perkara yang
penyidikan tindak pidana Obat | diselesaikan hingga tahap 1l di 50 15.79 3158 Sangat
dan Makanan di wilayah kerja | wilayah di wilayah kerja Balai Besar : . kurang
Balai Besar POM di Jakarta POM di Jakarta
Terwujudnya RB Balai Besar
Learning & POM di Jakarta sesuai | Nilai AKIP Balai Besar POM di
4 Growth roadmap RB BPOM 2015 — | Jakarta 81 e 95.20
2019

5.




6. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja Tahun 2019 Balai Besar POM di Jakarta

No Sasaran Kegiatan

Program/Kegiatan

Target Anggaran

Realisasi

% Capaian

= ]

ai Besar POM di Jakarta Tahun 2019

o

1 |Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan |Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan|Input: Rp 2.174.877.000 2.125.868.466 97,75
bermutu di Provinsi DKI Jakarta Makanan Dana
Output: Sampel 3.574 3.576 100,06
Jumlah sampel
yang diperiksa
2 |Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan Keputusan hasil pengawasan obat dan  |Input: Rp 145.800.000 131.235.728 90,01
kesadaran masyarakat terhadap keamanan, makanan yang ditindaklanjuti Dana
manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah Output: Sarana 19 22 115,79
kerja BBPOM di Jakarta Jumlah sarana
yang diperiksa
3 |Meningkatnya pengetahuan masyarakat Sekolah yang Diintervensi keamanan Input: Rp 98,03
terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Dana 2:258.288.000 2:213.759.675
kerja BBPOM di Jakarta Output: Sekolah 663 663 100,00
Jumlah sekolah
yang diintervensi
KIE obat dan makanan aman Input: Rp 2.060.520.000 1.989.540.940 96,56
Dana
Output: layanan 41 42 102,44
Jumlah KIE
Pasar yang Diintervensi menjadi pasar Input: Rp 299.581.000 259.653.465 86,67
aman dari bahan berbahaya Dana
Output: Pasar 8 8 100,00
Jumlah pasar yang
diintervensi
Desa pangan aman Input: Rp 942.647.000 875.891.351 92,92
Dana
Output: desa 10 10 100,00
Jumlah desa
4 |Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan |Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Input: Rp 1.200.392.000 1.149.654.186 95,77
Makanan berbasis risiko di Provinsi DKI Jakarta | Diselesaikan Dana
Output: dokumen 338 341 100,89
Jumlah sertifikasi
Penyediaan Alat Laboratorium :;12:]1; Rp 3.357.800.000|  3.305.841.203 98,45
Output: alat 52 52 100,00
Jumlah alat
Layanan Dukungan Laboratorium Input: Rp 3.184.544.000 3.159.378.034 99,21
Dana
Output: layanan 1 1 100,00
Jumlah layanan
SaranalPrqdukm Obat dan Makanan Input: Rp 265.570.000 264.887.520 99,74
yang Diperiksa Dana
Output: Sarana 305 369 120,98
Jumlah sarana
yang diperiksa
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, |Input: Rp 1.441.770.000 1.388.192.912 96,28
Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Dana
Makanan yang Diperiksa Output: Sarana 1.547 1.874 121,14
Jumlah sarana
5 Menmgkatnya efektivitas per_lylc_jlkan t|nd§1k Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan  |Input: Rp 1.171.719.000 1.145.920.728 97,80
pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Makanan Dana
BBPOM di Jakarta Output: perkara 20 16 80,00
Jumlah perkara
Laporan Dukungan Teknis Investigasi Input: Rp 631.694.000 624.816.550 98,91
Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan [Dana
Makanan yang Ditangani Output: dokumen 1 1 100,00
Jumlah laporan
6 |Terwujudnya RB BBPOM di Jakarta sesuai Dokumen Perencanaan, Penganggaran, |Input: Rp 2.320.740.000 2.269.520.738 97,79
roadmap RB BPOM 2015 2019 Bvaluasi dan Laporan Keuangan yang Dana
Dilaporkan Tepat Wakiu Output: dokumen 10 10 100,00
Jumlah dokumen
Layanan Sarana dan Prasarana Internal |Input: Rp 762.436.000 754.060.214 98,90
Dana
Output: layanan 1 1 100,00
Jumlah layanan
Layanan Perkantoran Input: Rp 23.170.832.000| 22.956.720.096 99,08
Dana
Output: layanan 1 1 100,00
Jumlah layanan
VA

155




No Sasaran Kegiatan

Program/Kegiatan

% Rerata
Capaian Input

% Rerata
Capaian Output

IE

Kategori

1 |Terwujudnya Obat dan Makanan |Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan 97,75 100,06 1,02 97,69 Efisien
| |yang aman dan bermutu di Provinsi
2 |Meningkatnya kepatuhan pelaku Keputusan hasil pengawasan obat dan makanan yang 90,01 115,79 1,29 77,74 Efisien
usaha dan kesadaran masyarakat |ditindaklanjuti
3 |Meningkatnya pengetahuan Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan 98,03 100,00 1,02 98,03 Efisien
masyarakat terhadap Obat dan Anak Sekolah (PJAS)
Makanan aman di wilayah kerja KIE obat dan makanan aman 96,56 102,44 1,06 94,26 Efisien
BBPOM di Jakarta
Pasar yang Diintervensi menjadi pasar aman dari bahan 86,67 100,00 1,15 86,67 Efisien
berbahaya
Desa pangan aman 92,92 100,00 1,08 92,92 Efisien
4 |Meningkatnya efektivitas Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan 95,77 100,89 1,05 94,93 Efisien
pengawasan Obat dan Makanan
berbasis risiko di Provinsi DKI Penyediaan Alat Laboratorium 98,45 100,00 1,02 98,45 Efisien
Jakarta
Layanan Dukungan Laboratorium 99,21 100,00 1,01 99,21 Efisien
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa 99,74 120,98 121 82,44 Efisien
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, 96,28 121,14 1,26 79,48 Efisien
Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa
5 |Meningkatnya efektivitas Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan 97,80 80,00 0,82 122,25 Tidak Efisien
penyidikan tindak pidana Obat dan
Makanan di wilayah kerja BBPOM [Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan 98,91 100,00 1,01 98,91 Efisien
di Jakarta Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang Ditangani
6 |Terwujudnya RB BBPOM di Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan 97,79 100,00 1,02 97,79 Efisien
Jakarta sesuai roadmap RB BPOM (Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu
20157 2019 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 98,90 100,00 1,01 98,90 Efisien
Layanan Perkantoran 99,08 100,00 1,01 99,08 Efisien
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Lampiran 2
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUJIAN LABORATORIUM
Bulan
— 1d o o
— g n L 0 w w
[an]

KOMODITI URAIAN SlS| G|l 2|-|s|s|Rr|=2|a|2|2
=) T 14 o ] P = [90] ] (@] w i}
ZIB|E(E(2|13(12|3|8/81Y |8
S < |uWw|o|28&

Jumlah Target Sampel Dari DIPA 50| 95| 95 | 75 | 60 | 90 | 95| 95 | 95 | 95 | 53 | 3

Jumlah sampel total 61| 86 | 110 | 79 | 59 | 90 | 67 | 109 | 59 | 130 | 45 | 6

Jumlah Sampel Selesai Uji 0| 76| 8 |104| 87| 6 | 87| 89 | 117 | 49 | 135 | 69

ms s6 | 77 | 82 | 77 | 6 | 68 | 69 | 90 | 42 | 109 | 59

OBAT & ROKOH ™S 20| 5 | 2210|0192 |27 7| 26 |10
TMS mutu 1

Hasil Uraian T™S
penguijian T™MS Penandan 20 5 22 10 0 18 20 27 6 26 10
TMS mutu+ 1
Penandaan
Jumlah Target Sampel Dari DIPA 30 | 50 50 50 40 | 50 | 50 50 50 40 31 5
Jumlah sampel total 30 | 34 80 55 40 | 47 50 49 47 41 14 9
Jumbh Sampel Selesai Uji 0 30 16 81 60 | 16 | 40 56 46 33 78 38
MS 27 14 73 59 14 38 53 45 29 78 36
TMS 3 2 8 1 2 2 3 1 4 0 2
OBAT
TRADISIONAL TMSmutu 1 2 1 2 1 3 1
TMS
Penandaan 2 >
Hasil Uraian
pengujian T™MS
TMS mutu+ 2 1 2 2 1 1 1
Penandaan
TIE 2




Bulan

= = n & o & =
KOMODITI URAIAN [ < 5 o _ =) ) w o o
= S & z s 2 = Z S | 3|3 | =
(-4 << a S =) 2 =) w w o
E Q s < s - [T] I~ o] > 7
- w < u o g =)
Jumlah Target Sampel Dari DIPA 10 20 20 20 15 15 15 15 15 12 5 3
Jumlah sampel total 10 18 19 23 16 16 25 18 15 3 2 0
Jumlah Sampel Selesai Uji 0 10 0 21 41 5 11 2 42 10 20 3
MS 10 0 21 41 5 11 2 41 10 20 3
SUPLEMEN TMS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
KESEHATAN
TMS mutu
Hasil Uraian ™S
pengujian T™S Penandaan !
TMS mutu+
Penandaan
Jumlah Target Sampel Dari DIPA 75 108 108 108 108 98 98 88 78 66 43 14
Jumlah sampel total 75 108 139 125 128 101 106 93 47 49 19 2
Jumlah Sampel Selesai Uji 0 57 56 150 167 52 98 143 59 99 82 23
MS 42 43 144 158 50 94 136 54 75 48 10
TMS 15 13 6 9 2 4 7 5 24 34 13
KOSMETIK
TMS mutu
™S 15 13 6 8 2 4 6 5 23 33 13
Penandaan
Hasil Uraian
pengujian TMS
TMS mutu+ 1 2 1 1 1
Penandaan
TIE 1 1 1 1




-

= ]

Bulan
— [ o« -4
KOMODITI URAIAN = = E - _ 3 ] & & w
S| 2| £ | E | 2|8 |3|%§ | 2| 8 = | =
= w < g o g o
Jumlah Target Sampel Dari DIPA 16 95 108 69 130 86 86 162 97 73 62 36
Jumlah sampel total 16 95 108 69 127 73 80 157 109 87 56 45
Jumlah Sampel Selesai Uji 16 0 90 53 119 118 85 56 64 152 112 108
MS 13 0 74 47 100 106 79 39 31 117 102 95
PANGAN T™MS 3 0 16 6 19 12 6 17 33 35 10 13
TMS mutu 3 12 5 13 7 4 8 14 14 10 2
Hasil .
pengujian | Uraian TMS Pen?::aan 4 1 6 | 4 2 8 6 11 3
TMS mutu+
Penandaan 1 1 13 10 8
TARGET PARAMETER KRITIS
SAMPEL SAI';AEF::CL; :I:lUJI PROSENTASE SAMPEL YANG
KOMODITI MASUK DIUJI DENGAN PARAMETER
LAB PARAMETER KRITIS
KRITIS
OBAT 899 897 99,78
OBAT TRADISIONAL 494 479 96,96
SUPLEMEN KESEHATAN 165 153 92,73
KOSMETIK 986 986 100,00
PANGAN 1022 973 95,21
JUMLAH 3566 3488 97,81
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Lampiran 3

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN IKLAN DAN
LABEL / PENANDAAN

— Bulan
S | Jumlah Iklan dan - = ” g 5 o o
2 Label Yang S < © = 5 | =| 2| € 5 e | £ T
. . = o > °
S Diawasi = 5 g 2 S 3 = = %’._ < g § e
) w < 3 O Z a
MK 7 8 14 6 9 10 44 12 10 20 9 5 154
7 8 14 6 9 10 44 12 10 20 9 5 154
Jakarta
0
g
= 0
TMK 8 7 8 16 5 6 12 10 7 14 1 0 94
8 7 8 16 5 6 12 10 7 14 1 0 94
Jakarta
0
- .
<
e
(@] 0
MK 129 | 225 131 | 212 173 | 217 | 105 75 77 65 37 6 1,452
129 | 225 131 | 212 173 | 217 | 105 75 77 65 37 6 1,452
Jakarta
0
= -
QO
3 0
TMK 34 6 20 8 29 24 22 18 15 13 8 0 197
34 6 20 8 29 24 22 18 15 13 8 0 197
Jakarta
- 0
- 0
MK 18 7 61 7 3 16 6 46 17 11 22 2 216
Jakarta 18 | 7 61 7 3 16 | 6 | 46 | 17 | 11 | 22 | 2 | 216
-
< ] 0
O
(Q c
=) 0
: < _
:: TMK 1 0 19 4 4 3 1 30 1 16 14 8 101
o)
1 0 19 4 4 3 1 30 1 16 14 8 101
© Jakarta
i 0
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— Bulan
§ Jumlah lklan dan | ._ - ” g 5 g @
—_ I 4 — _ S o) —
2 Label Yang < S % = 5 = = = £ 2 E £ 8
S Diawasi = = S < = N > | & % 3 % =
) w < 3 e o}
0
MK 28 33 74 53 40 44 48 49 47 41 22 0 479
28 33 74 53 40 44 48 49 47 41 22 0 479
Jakarta
- 0
©
9 i 0
-
TMK 2 1 6 1 0 4 2 0 0 0 1 0 17
2 1 6 1 0 4 2 0 0 0 1 0 17
Jakarta
- 0
0
MK 20 36 72 56 5 13 5 8 7 0 36 7 265
20 36 72 56 5 13 5 8 7 0 36 7 265
Jakarta
- 0
g
= i 0
TMK 2 1 6 6 0 0 0 1 0 4 32 13 65
b
2 1 6 6 0 0 0 1 0 4 32 13 65
< Jakarta
<
T - 0
W
0
vz 0
- .
%J MK 8 18 19 23 15 15 25 18 15 3 2 0 161
m
—
% Jakarta 8 18 19 23 15 15 25 18 15 3 2 0 161
)
0
2
g ) 0
TMK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Jakarta
- 0
0
|

e " I




_ Bulan
S | Jumlah Iklan dan - = » g 5 o} o
= Label Yang S S I3} = - | = | 2 E | 9 € | £ I
. - — o =) s
S Diawasi = 5 g 2 = 3 = 3 %’_ < g % e
] (i < % o S ]
MK 161 | 157 307 | 130 | 153 83 19 14 16 14 11 38 1,103
Jakarta | 161 | 157 | 307 |130| 153 | 83 | 19 | 14 | 16 | 14 | 11 | 38 | 1,103
- 0
T
< - 0
TMK 72 104 75 25 10 13 24 344
Jakarta 72 | 104 | 75 | 25 | 10 | 13 24 | 344
X
= - 0
w
% - 0
9 MK 67 107 108 | 113 | 127 95 99 70 39 22 8 0 855
Jakarta 67 | 107 | 108 | 113 | 127 | 95 | 99 | 70 [ 39 | 22 | 8 | o | 855
— - 0
3
3 - 0
TMK 8 1 26 11 22 29 11 6 137
Jakarta 8 1 | 26 | 11 22 | 8 | 29 | 11 | 6 | 137
- 0
- 0
MK 60 80 81 67 68 34 33 55 83 74 12 45 692
Jakarta 60 | 80 | 81 | 67 | 68 | 34 | 33 | 55 | 83 | 74 | 12 | 45 | 692
- 0
g
< - 0
TMK 4 27 16 13 38 15 135
Jakarta 4 | 27 | 16 13 38 | 15 | 135
pd
(<D - 0
> - 0
E MK 0 0 111 0 0 307 0 0 285 0 0 215 918
Jakarta o | o |111] o0 o |307] o] o 28] o 0 |215| o918
_ - 0
3
< - 0
TMK 0 0 13 0 0 15 0 0 53 0 0 24 105
Jakarta o| o | 13 o0 o |15 0] o0 |5 ] 0 0 | 24| 105
- 0
- 0
MK 5 10 18 8 4 4 11 2 3 73
x Jakarta 5 10 | 18 | 8 4 | 4 | 11 2 3 73
[
S|z - D
o - 0
TMK 12 22 26 32 51 45 38 38 12 6 4 7 293
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_ Bulan
§ Jumlah Iklan dan | _ = 5 _ @ o 5 o g 3
S| Dews ||z |2 |B|2|5/3|%|E|E|5 5 B
4 ks o = < ~ i f(» ‘% 5 > 2 [
) z (@]
Jakarta 12 22 | 26 | 32| 51 |45 |38 |3 |12] 6 | 4 | 7| 203
- 0
- 0
MK 3 4 0 2 3 2 1 0 0 5 5 7 32
Jakarta 3 | 4 o |2 3| 2]12]0]o0]s 5 | 7] 32
— - 0
3 ] 0
3
TMK 12 11 15 13 12 13 14 15 15 10 10 8 148
Jakarta 12| 12| 15 | 13| 12 |13]14|15|15] 10| 10| 8 | 148
- 0
- 0
MK 271 | 290 545 | 284 | 246 | 160 | 111 | 146 | 138 | 121 93 98 | 2,503
Jakarta 271 | 290 | 545 | 284 | 246 | 160 | 111 | 146 | 138 | 121 | 93 98 | 2,503
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c;rs TMK 100 | 134 135 86 74 94 67 a0 36 53 96 67 | 1,032
Jakarta 100 | 134 | 135 | 86 74 94 | 67 | 90 | 36 53 96 67 | 1,032
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E:I Total iklan 371 | 424 680 | 370 | 320 | 254 | 178 | 236 | 174 | 174 189 | 165 | 3,535
E MK 235 | 387 443 | 403 | 358 | 680 | 278 | 212 | 463 | 136 74 228 | 3,897
Jakarta | 235 | 387 | 443 | 403 | 358 | 680 | 278 | 212 | 463 | 136 | 74 | 228 | 3,897
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% TMK 56 19 80 33 44 63 45 55 91 52 30 38 606
| Jakarta | 56 | 19 | 80 | 33 | 44 | 63 | 45 | 55 | 91 | 52 | 30 | 38 | 606
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total label 291 | 406 523 | 436 | 402 | 743 | 323 | 267 | 554 | 188 | 104 | 266 | 4,503

- " "—I_



Lampiran 4
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN LAYANAN INFORMASI

Frekuensi/Jumlah

) _ = » o} . @ 9]
No Jenis Layanan 5 I < = _ — _ 3 2o 9 o Q
=] > = = [} c =] 17} £ =) 1S €
c a (] 2 = > S =] g < ] [}
< ) S < b ) o 5 g a
ool u < 3 z a
1 | Talkshow 0 0 2 0 0 0 0 1 1|2
2 | pameran 0] o0 1 0 1 1 2 1 0 0 1 0
3 Penyuluhan :
Operasional Lab. Keliling | 6 3 2 1 10 2 11 3 22 63 18 11
Pembinaan KLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyebaran Informasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIE 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 Bimtek
Bimtek PJAS 0 0 0 0 2 0 0 6 2 0 0 0

5 Toxico Vigilan
Toxico Vigilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iklan Layanan
6 Masyarakat

Billboard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SMS Blast 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spanduk, brosur, Roll

banner 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Layanan informasi 21 | 35 38 34 27 36 57 58 65 57 52 38
8 Tindak lanjut pengaduan 1 1 1 1 5 4 3 0 4 1 1 6
9 Sebagai narasumber 1 7 6 7 7 2 4 12 8 9 3 5

Total 30 | 49 52 43 54 45 65 80 101 | 127 70 63




BULAN

Sarana =
_yang = 5 - o = = 2 2 o) E E
digunakan g S g E. 2 S E = E 2 IS c
c o - > = = [ [}
S e | =] " 2| 8 s | 8§ | 8
i = < ) z a
E-mail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsung 21 33 34 34 22 32 54 55 63 54 47 34
Surat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepon 0 2 4 0 5 4 3 3 2 3 5 4
WhatsApp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 21 35 38 34 27 36 57 58 65 57 52 38




Lampiran 5

INDEKS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019

BADANPOM
Kode Prov Provinsi BB/BPOM IPOM
72 Sulawesi Tengah BPOM di Palu 72,69
17 Bengkulu BPOM di Bengkulu 72,55
71 Sulawesi Utara BBPOM di Manado 72,31
14 Riau BBPOM di Pekanbaru 72,12
94 Papua BBPOM di Jayapura 72,06
51 Bali BBPOM di Denpasar 71,67
62 Kalimantan Tengah BPOM di Palangkaraya 7153
I 31 DKl Jakarta BBPOM di Jakarta 71,50 I
82 Maluku Utara BPOM di Sofifi 71,17
63 Kalimantan Selatan BBPOM di Banjarmasin 70,64
11 Aceh BBPOM di Banda Aceh 69,98
73 Sulawesi Selatan BBPOM di Makasar 69,62




Lampiran 6
INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019

NO PROVINSI IKPU

1 Aceh 85.84
2 Sumatera Utara 86.80
3 Sumatera Baral 80.29
4 Riau 86.44
5§  Jambi 72.51
6 Sumatera Selatan 79.07
7 Bengkulu 90.98

‘ 8 Lampung 61.35

9 Kepulawan Bungka Beliung 50,44

14
15
16

18
[y
20

i

ot 'Ja_\'va"l‘ehg‘ah
| Yogyhkartal
~ Jawa Timur
Banten
l Nusav'l‘cngg'am Barat

Nusa Tenggma Timur

" Kalimantan Barat
PRATIABAR T oA




Lampiran 7

INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN
MAKANAN TAHUN 2019

9 | Kep. Bangka Belitung 72.70
I 11 | DKl Jakarta 72.38 I
12 | Jawa Barat 67.52
13 | Jawa Tengah 69.54
14 | Yogyakarta 68.66
15 | Jawa Timur 69.74
16 | Banten 68.06
17 | Bali 72.77
18 | NTB 67.17
19 [ NTT 68.12
20 | Kalimantan Barat 67.08
21 | Kalimantan Tengah 68.57
22 | Kalimantan Selatan 64.77
23 | Kalimantan Timur 70.46
24 | Kalimantan Utara 69.69
25 | Sulawesi Utara 69.35
26 | Sulawesi Tengah 67.70
27 | Sulawesi Selatan 71.35
28 | Sulawesi Tenggara 64.58
29 | Gorontalo 66.59
s : PR




Lampiran 8
INDEKS PENGETAHUAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019

MNo. PROVINSI IMDEKS | St. Dev: n
1 |Aceh 7376 15.52 1350
2 |Sumatera Utara 73.21 14 .58 1630
3 |Sumatera Barat 70.48 16.80 1720
4 [Riau 76.21 15.95 1150
5 [lambi 71.72 17.79 1080
B |Sumatera Selatan 76.06 13.78 670
7 |Bengkulu 7203 18.82 970
2 [Lampung 7644 19 .65 780
9 |Kep.Bangka Belitung 7798 11.92 890
10 |Kep. Riau 78906 13.19 1460
I_ 11 |DKI Jakarta 7574 1435 48{!]
~17 |Jawa Barat Ta60| 1473 T210]
13 |Jlawa Tengah 76.98 15.26 1300
14 |Yogyakarta 7598 11.79 460
15 |Jawa Timur 7793 14 .54 1040
16 |Banten 71.50 18.95 630
17 (Bali 7463 16.25 1340
18 [NTB 7376 13.96 590
19 [NTT 76.68 1474 1100




Lampiran 9

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta memperoleh nilai 77,11
atau predikat BB Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta telah
cukup akuntabel dan berkinerja baik, serta telah memiliki manajemen kinerja yang andal.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

a. | Perencanaan Kinerja 30 24 56
b. | Pengukuran Kinerja ) 25 17,50 |
c. | Pelaporan Kinerja 15 12,76 |
d. | Evaluasi Internal 10 8,02
e. | Capaian Kinerja 20 14,28
Nilai Hasil Evaluasi 100 77,11
Tingkat Akuntabilitas Kinerja Sangat Baik
(BB)




Lampiran 10
REALISASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
B0O3 B06 B09 B12 B0O3 B06 B09 B12
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11)
1 | Terwujudnya Obat dan Indeks Pengawasan Obat dan
Makanan yang aman dan | Makanan di wilayah kerja Balai 71 71.5
bermutu di Provinsi DKI Besar POM di Jakarta
Jakarta Persentase Obat yang

memenuhi syarat di wilayah kerja | 94% 94% | 94% 94% | 84.18% | 83.94% | 81.02% | 81.58%
BBPOM di Jakarta
Persentase Obat Tradisional
yang memenuhi syarat di wilayah | 60% 60% 60% 60% | 89.58% | 92.20% | 93.66% | 94.35%
kerja BBPOM di Jakarta
Persentase suplemen kesehatan
yang memenuhi syarat di wilayah | 87% 87% | 87% | 87% | 100% | 100% | 99.24% | 99.39%
kerja BBPOM di Jakarta
Persentase Kosmetik yang
memenuhi syarat di wilayah kerja | 73% 73% 73% 73% | 73.28% | 89.92% | 91.73% | 86.09%
BBPOM di Jakarta
Persentase Makanan yang
memenuhi syarat di wilayah kerja | 71% 71% 71% 71% | 82.08% | 87.24% | 75.23% | 79.55%
BBPOM di Jakarta

2 | Meningkatnya kepatuhan | Indeks kepatuhan (compliance
pelaku usaha dan index) pelaku usaha di bidang
kesadaran masyarakat Obat dan Makanan di wilayah
terhadap keamanan, kerja Balai Besar POM di Jakarta

61 82.30

"

>,
-

_ ,

e el 1] — B




manfaat dan mutu Obat Indeks kesadaran masyarakat
dan Makanan di wilayah (awareness index) terhadap
kerja Balai Besar POM di | Obat dan Makanan aman di 66 72.38
Jakarta Wilayah Kerja Balai Besar POM
di Jakarta
Meningkatnya Indeks pengetahuan masyarakat
pengetahuan masyarakat | terhadap Obat dan Makanan
terhadap Obat dan aman di wilayah kerja Balai 61 75 74
Makanan aman di wilayah | Besar POM di Jakarta '
kerja Balai Besar POM di
Jakarta
Meningkatnya efektivitas | Persentase pemenuhan
pengawasan Obat dan pengujian sesuai standar di 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% | 97.81%
Makanan berbasis risiko Provinsi DKI Jakarta
di Provinsi DKI Jakarta Persentase sarana produksi obat
dan makanan yang memenuhi | ) ao0 | 49 805 | 41.8% | 41.8% | 35.71% | 45.0% | 30.19% | 46.51%
ketentuan di wilayah kerja
BBPOM di Jakarta
Persentase sarana distribusi
gib\"l“vtiéxﬁ Te‘ige;;g'okﬁtzrt“a” 50% | 50% | 50% | 50% |11.96% | 68.58% | 53.77% | 52.16%
Jakarta
Persentase keputusan penilaian
sertifikasi yang diselesakan 83% | 83% | 83% | 83% |42.86% | 60.66% | 106.33% | 85.71%
tepat waktu
di Provinsi DKI Jakarta

— =

ol

Laporan Kineria Balai Besar POM di lakarta Tahun 2019




Rasio tindak lanjut hasil
pengawasan Obat dan Makanan

yang dilaksanakan 46.95 | 46.95 | 46.95 | 46.95 | 68.35 | 61.36 74.59 37.79
di wilayah kerja Balai Besar POM
di Jakarta
Meningkatnya efektivitas | Persentase perkara yang
penyidikan tindak pidana | diselesaikan hingga tahap Il di
Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di | 50% 50% 50% 50% 0 0 7.14% | 33.33%
di wilayah kerja Balai Jakarta
Besar di Jakarta
Terwujudnya Reformasi Nilai AKIP Balai Besar POM di
Birokrasi Balai Besar Jakarta
POM di Jakarta sesuai 81 7711

dengan roadmap
Reformasi Birokrasi
BPOM 2015- 2019

Tahun 2019










